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“APBN harus bersiap-
siap bekerja keras untuk 
menjadi shock absorber 
lagi, yaitu menjaga 
ekonomi dan rakyat 
kita dari gejolak global 
yang sekarang berasal 
dari sumber komoditas 
pangan dan energi.”  

Menteri Keuangan, 
Sri Mulyani Indrawati
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Ringkasan Eksekutif

Pendapatan Negara 
sebesar  Rp302,42 triliun 
atau 16,38 persen 
dari target pada APBN 
2022. Capaian tersebut 
lebih tinggi Rp82,85 
triliun dari periode 
yang sama tahun lalu. 
Realisasi tersebut terdiri 
atas Penerimaan Pajak 
sebesar Rp199,44 triliun 
atau telah mencapai 
15,77 persen terhadap 
target pada APBN 2022. 
Realisasi penerimaan 
pajak tersebut tumbuh 
36,47 persen secara 
yoy.serta Penerimaan 
Kepabeanan dan Cukai 
sebesar  sebesar 
Rp56,74 triliun atau 
telah memenuhi 23,16 
persen dari target 
pada APBN 2022. 
Kinerja penerimaan 
kepabeanan dan cukai 
tersebut tumbuh 59,31 
persen (yoy).

Belanja Pemerintah 
Pusat sebesar Rp172,22 
triliun atau terkontraksi 
sebesar 4,15 persen 
(yoy), yang terdiri atas 
realisasi Belanja K/L 
sebesar Rp78,58 triliun 
(8,31 persen pagu APBN 
2022) lebih rendah dari 
realisasi pada periode 
yang sama tahun 2021 
yang mencapai Rp97,00 
triliun  dan realisasi 
Belanja Non-K/L yang 
mencapai Rp93,64 triliun 
atau meningkat 13,21 
persen (yoy).

Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa (TKDD) 
sebesar Rp110,49 triliun 
atau 14,36 persen 
dari pagu APBN 2022. 
Realisasi TKDD tersebut 
lebih tinggi Rp7,30 
triliun atau 7,07 persen 
(yoy). 

Penerimaan Negara 
Bukan Pajak telah 
mencapai Rp46,19 
triliun (13,77 persen 
dari target), tumbuh 
22,55 persen (yoy), 
lebih tinggi dari tahun 
lalu (-2,82 persen).

Penerimaan Hibah 
sebesar Rp0,05 triliun. 
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Ringkasan 
Eksekutif

Peningkatan risiko 
ekonomi global 
yang bersumber 
dari normalisasi 

kebijakan moneter negara 
maju dan konflik geopolitik 
memberikan downside risk 
terhadap prospek ekonomi 
global. Kondisi saat ini secara 
langsung telah meningkatkan 
harga komoditas global. 
Harga komoditi energi dan 
berbagai komoditas lain yang 
naik signifikan, sehingga 
mendorong tekanan inflasi 
domestik di berbagai negara. 
Volatilitas pasar keuangan 
global juga mengalami 
kenaikan yang tercermin dari 
penurunan indeks saham, 
khususnya di negara yang 
terlibat langsung dengan 
konflik geopolitik. Di sisi 
lain, kondisi pasar keuangan 
domestik terjaga relatif stabil 
dan resilient yang didukung 

oleh fundamental ekonomi 
yang kuat dan terus berada 
dalam tren pemulihan. 
Pemerintah akan tetap 
mewaspadai perkembangan 
eskalasi risiko global saat 
ini dan tetap memfokuskan 
terhadap penanganan 
Covid-19.

Sampai dengan akhir bulan 
kedua di tahun 2022, realisasi 
pendapatan negara dan hibah 
tercatat mencapai Rp302,42 
triliun atau 16,38 persen 
dari target pada APBN 2022. 
Capaian tersebut lebih tinggi 
Rp82,85 triliun dari periode 
yang sama tahun lalu. Tren 
kinerja positif sisi penerimaan 
APBN tersebut masih terus 
berlanjut yang juga tercermin 
dari pertumbuhannya, 
dimana realisasi pendapatan 
negara dan hibah tumbuh 
37,73 persen (yoy). Secara 
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nominal, realisasi komponen 
pendapatan yang bersumber 
dari perpajakan mencapai 
Rp256,18 triliun, penerimaan 
negara bukan pajak (PNBP) 
mencapai Rp46,19 triliun, 
dan realisasi hibah mencapai 
Rp0,05 triliun. Berdasarkan 
pertumbuhannya, realisasi 
penerimaan perpajakan dan 
PNBP tumbuh berturut-turut 
sebesar 40,95 persen (yoy) 
dan 22,55 persen (yoy). Lebih 
lanjut, capaian masing-masing 
komponen pendapatan negara 
dari perpajakan dan PBNP 
terhadap target pada APBN 
2022 berturut-turut 16,97 
persen dan 13,77 persen.

Penerimaan perpajakan 
bersumber dari penerimaan 
pajak dan kepabeanan dan 
cukai, dimana realisasi 
penerimaan pajak tercatat 
sebesar Rp199,44 triliun atau 
telah mencapai 15,77 persen 
terhadap target pada APBN 
2022. Realisasi penerimaan 
pajak tersebut tumbuh 36,47 
persen secara yoy. Secara 
nominal, capaian penerimaan 
pajak terutama berasal dari 
penerimaan pajak penghasilan 
(PPh) nonmigas dan pajak 
pertambahan nilai dan pajak 
penjualan atas barang mewah 
(PPN/PPnBM), dimana masing-
masing kontribusinya terhadap 
total penerimaan pajak sebesar 
55,26 persen dan 37,20 persen. 
Berdasarkan nominalnya, 
realisasi PPh nonmigas 
ditopang oleh capaian 

penerimaan dari subkomponen 
utamanya yaitu PPh 25/29 
badan, PPh 21, dan PPh final. 
Dilihat dari pertumbuhannya, 
PPh nonmigas tumbuh 37,48 
persen (yoy) yang didukung 
oleh pertumbuhan positif dari 
PPh 22, PPh 25/29 badan, 
PPh 22 impor, PPh 26, PPh 21, 
dan PPh OP. Subkomponen 
utama pendukung penerimaan 
PPh nonmigas yaitu PPh 
25/29 badan dan PPh 21 
berturut-turut tumbuh 
signifikan sebesar 155,12 
persen (yoy) dan 18,31 persen 
(yoy), sementara PPh final 
justru mengalami kontraksi. 
Pertumbuhan subkomponen 
utama penerimaan PPh 
nonmigas menunjukkan 
masih berlanjutnya pemulihan 
ekonomi di tahun 2022, 
serta kinerja PPh nonmigas 
juga didorong oleh faktor 
implementasi Undang-Undang 
Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (UU HPP) dan 
Program Pengungkapan 
Sukarela (PPS) yang mulai 
berlaku di awal tahun 
2022. Kinerja positif PPh 
nonmigas juga didukung 
oleh kinerja pajak secara 
sektoral, dimana mayoritas 
sektor utama penerimaan 
pajak terus melanjutkan tren 
pertumbuhannya yang positif. 
Sektor industri pengolahan 
dan perdagangan tumbuh 
signifikan, dimana kinerjanya 
didorong oleh peningkatan 
produksi, ekspor-impor, dan 
konsumsi. Sektor lainnya 
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yang mendorong kinerja 
penerimaan pajak yaitu jasa 
keuangan dan asuransi, sektor 
pertambangan yang tumbuh 
paling kuat didorong oleh 
meningkatnya permintaan dan 
harga komoditas tambang, 
dan sektor konstruksi serta 
real estate. Lebih lanjut, 
capaian penerimaan pajak 
dari komponen penerimaan 
PPN/PPnBM secara nominal 
ditopang terutama oleh 
penerimaan PPN, khususnya 
PPN Dalam Negeri (PPN 
DN) dan PPN Impor. Secara 
kumulatif PPN/PPnBM tumbuh 
cukup signifikan sebesar 25,50 
persen (yoy). Pertumbuhan 
komponen penerimaan PPN 
DN didorong oleh aktivitas 
ekonomi yang kembali normal 
dan konsumsi masyarakat 
yang kembali meningkat. 
Selain itu, seiring konsumsi 
dalam negeri yang terus 
membaik, kegiatan impor 
masih meningkat meskipun 
melambat, sehingga kinerja 
PPN Impor masih tumbuh 
positif.

Realisasi penerimaan 
komponen perpajakan dari 
kepabeanan dan cukai 
capaiannya hingga akhir 
Februari 2022 sebesar 
Rp56,74 triliun atau telah 
memenuhi 23,16 persen 
dari target pada APBN 
2022. Kinerja penerimaan 
kepabeanan dan cukai 
tersebut tumbuh 59,31 
persen (yoy). Secara nominal, 

penerimaan kepabeanan dan 
cukai terutama didukung 
oleh penerimaan dari 
cukai, khususnya cukai 
hasil tembakau (CHT) yang 
mencapai 74,51 persen dari 
total realisasi penerimaan 
kepabeanan dan cukai. Kinerja 
seluruh komponen penerimaan 
kepabeanan dan cukai tercatat 
tumbuh positif dan signifikan 
yang terdiri dari penerimaan 
cukai, bea masuk (BM), dan 
bea Keluar (BK), dimana 
tumbuh berturut-turut 53,34 
persen (yoy), 37,10 persen 
(yoy), dan 176,80 persen 
(yoy). Capaian penerimaan 
kepabeanan dan cukai tersebut 
didorong terutama oleh 
kinerja CHT yang konsisten 
tumbuh melanjutkan tren di 
tahun 2021, serta didukung 
juga oleh kinerja perpajakan 
internasional seiring dengan 
tren kenaikan harga komoditas 
dan aktivitas ekspor- impor 
sejak awal tahun 2022 yang 
masih tumbuh positif. Faktor 
yang mendorong kinerja 
penerimaan CHT yaitu dampak 
penyesuaian kebijakan tarif 
cukai rokok dan limpahan 
pelunasan cukai rokok tahun 
2021. Sedangkan penerimaan 
cukai Minuman Mengandung 
Etil Alkohol (MMEA) dan Etil 
Alkohol (EA) didorong oleh 
membaiknya kondisi pandemi, 
terutama akibat relaksasi 
mobilitas masyarakat di daerah 
tujuan wisata. Lebih lanjut, 
pertumbuhan komponen 
penerimaan pajak perdagangan 
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internasional yang berasal dari 
BM kinerjanya didorong oleh 
kinerja impor nasional seiring 
meningkatnya konsumsi 
dan pemulihan ekonomi. 
Penerimaan komponen BK 
mengalami peningkatan kinerja 
yang sangat signifikan yang 
didorong oleh tumbuhnya 
volume ekspor terutama 
komoditas minerba, tembaga, 
produk CPO dan turunannya. 
Pertumbuhan BK juga 
dipengaruhi oleh membaiknya 
permintaan global yang 
mendorong peningkatan harga 
komoditas andalan Indonesia 
yang dikenai tarif BK lebih 
tinggi. Selain itu, kinerja BK 
juga didukung oleh kinerja 
ekspor dari sektor industri 
pengolahan, pertambangan, 
perdagangan, pertanian, 
dan konstruksi, serta sektor 
transportasi dan pergudangan 
yang positif pertumbuhannya.

Realisasi penerimaan negara 
bukan pajak (PNBP) sampai 
dengan akhir Februari 
2022 mencapai Rp46,19 
triliun (13,77 persen dari 
target APBN 2022), atau 
tumbuh positif 22,55 persen 
dibandingkan periode yang 
sama tahun sebelumnya 
(yoy). Peningkatan capaian 
realisasi tersebut utamanya 
bersumber dari realisasi PNBP 
Sumber Daya Alam (SDA), 
PNBP Lainnya, dan Pendapatan 
Badan Layanan Umum (BLU).

Secara lebih rinci, realisasi 

PNBP SDA mencapai Rp23,56 
triliun atau tumbuh positif 
sebesar 93,72 persen (yoy). 
Pertumbuhan positif PNBP 
SDA utamanya didorong 
oleh kenaikan ICP dan harga 
komoditas minerba, terutama 
batubara. Sementara itu, 
realisasi penerimaan PNBP 
Lainnya mencapai Rp18,47 
triliun atau tumbuh negatif 
sebesar 23,49 persen (yoy). 
Lebih rendahnya penerimaan 
PNBP Lainnya disebabkan 
turunnya pendapatan 
penempatan uang negara 
pada Bank Indonesia dan 
bank umum, pendapatan jasa 
komunikasi dan informatika, 
dan pendapatan yang berasal 
dari pengujian kendaraan 
bermotor. Sementara itu, 
pendapatan BLU juga 
mengalami pertumbuhan 
positif seperti PNBP SDA, 
dengan realisasi sebesar 
Rp4,16 triliun atau tumbuh 
sebesar 200,10 persen 
(yoy). Pertumbuhan positif 
pendapatan BLU utamanya 
bersumber dari meningkatnya 
pendapatan BLU perkebunan 
kelapa sawit, pendapatan 
BLU pengelolaan dana 
pengembangan pendidikan 
nasional, dan pendapatan jasa 
layanan perbankan BLU. Di sisi 
lain, belum adanya realisasi 
PNBP Kekayaan Negara 
Dipisahkan (KND) hingga akhir 
Februari disebabkan oleh 
belum dilaksanakannya RUPS 
pada BUMN.
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Realisasi Belanja Negara 
sampai dengan akhir Februari 
2022 mencapai Rp282,71 
triliun (10,42 persen dari pagu 
APBN 2022), lebih rendah 
0,07 persen (yoy) dari tahun 
sebelumnya. Realisasi Belanja 
Negara tersebut meliputi 
realisasi Belanja Pemerintah 
Pusat sebesar Rp172,22 
triliun dan Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa sebesar 
Rp110,49 triliun. Realisasi 
Belanja Pemerintah Pusat 
sampai dengan 28 Februari 
2022 terkontraksi sebesar 
4,15 persen (yoy). Lebih 
rendahnya realisasi Belanja 
Pemerintah Pusat periode 
Februari 2022 terutama terjadi 
pada Belanja Modal dan 
Belanja Barang. Sementara 
itu, realisasi Belanja Sosial 
menunjukkan peningkatan 
dengan tersalurkannya 
bantuan Program Indonesia 
Pintar (PIP), Program Keluarga 
Harapan (PKH) tahap 1 dan 
bantuan Kartu Sembako untuk 
penyaluran bulan Januari dan 
Februari serta percepatan 
bantuan bulan Maret. Kinerja 
penyerapan bulan-bulan 
berikutnya diharapkan semakin 
baik seiring dengan akselerasi 
penyaluran bansos untuk 
penanganan kemiskinan 
ekstrem dan pelaksanaan 
berbagai program penanganan 
Covid-19 dan pemulihan 
ekonomi nasional.

Realisasi belanja subsidi 
sampai dengan akhir Februari 
2022 mencapai Rp21,65 triliun 
(10,46 persen dari pagu APBN 
2022), atau meningkat 75,29 
persen (yoy). Realisasi belanja 
subsidi tersebut meliputi 
subsidi energi sebesar Rp21,64 
triliun atau naik 75,23 persen 
(yoy). Sementara itu, realisasi 
subsidi nonenergi sebesar 
Rp7,42 miliar. Realisasi 
subsidi BBM dan subsidi LPG 
3 Kg tersebut merupakan 
pembayaran untuk subsidi 
pada tahun berjalan sebesar 
Rp7,41 triliun dan pembayaran 
atas kurang bayar tahun-tahun 
sebelumnya sebesar Rp10,17 
triliun. Peningkatan realisasi 
subsidi BBM dan subsidi 
LPG Tabung 3 Kg utamanya 
dipengaruhi kenaikan ICP 
yang rata-rata naik sebesar 
59,91 persen (yoy). Sementara 
itu, realisasi subsidi listrik 
mencapai Rp4,07 triliun atau 
7,20 persen dari pagu. Jika 
dibandingkan dengan tahun 
lalu, realisasi subsidi listrik 
lebih rendah sebesar 26,78 
persen.

Untuk realisasi subsidi 
nonenergi hingga akhir 
Februari 2022 sebesar Rp7,42 
miliar atau 0,01 persen dari 
pagu. Adapun realisasi subsidi 
nonenergi tersebut terdiri 
dari Kredit Pengembangan 
Energi Nabati dan Revitalisasi 
Perkebunan (KPEN-RP) 
sebesar Rp6,82 miliar dan 
Kredit Ketahanan Pangan dan 
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Energi (KKP-E) sebesar Rp0,59 
miliar. Realisasi KPEN-RP dan 
KKP-E tersebut merupakan 
pembayaran atas bunga pada 
tahun-tahun sebelumnya, 
dikarenakan kedua program 
tersebut sudah tidak terdapat 
penerbitan baru lagi. Untuk jenis 
Subsidi nonenergi lain belum 
terdapat realisasi, hal tersebut 
disebabkan oleh adanya proses 
administrasi dan verifikasi dalam 
penyaluran subsidi.

Realisasi Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa (TKDD) sampai 
dengan 28 Februari 2022 
mencapai Rp110,49 triliun atau 
14,36 persen dari pagu APBN 
2022. Realisasi TKDD tersebut 
lebih tinggi Rp7,30 triliun atau 
7,07 persen (yoy). Adapun 
realisasi TKDD bersumber 
dari Transfer ke Daerah (TKD) 
sebesar Rp107,12 triliun (15,27 
persen dari pagu APBN 2022) 
dan Dana Desa Rp3,37 triliun 
(4,96 persen dari pagu APBN 
2022). Realisasi TKD hanya 
berasal dari Dana Perimbangan 
karena Dana Insentif Daerah 
(DID) serta Dana Otonomi 
Khusus dan Keistimewaan DIY 
belum ada realisasi. Realisasi 
TKD sampai dengan Februari 
2022 lebih tinggi Rp7,75 triliun 
atau tumbuh 7,80 persen 
dibandingkan realisasi TKD 
pada periode yang sama tahun 
2021. Tingginya realisasi TKD 

tersebut terutama disebabkan: 
(1) realisasi Dana Alokasi Umum 
(DAU) yang lebih tinggi Rp0,61 
triliun (0,69 persen, yoy); dan (2) 
realisasi Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Nonfisik lebih tinggi 
Rp11,29 triliun atau meningkat 
signifikan sebesar 1.759,59 
persen dibandingkan realisasi 
pada periode yang sama di tahun 
2021. Tingginya realisasi DAK 
Nonfisik didorong oleh pencairan 
Dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) sebesar Rp11,83 
triliun atau 9,20 persen dari pagu 
APBN 2022.

Realisasi TKD sampai dengan 
Februari 2022 lebih tinggi Rp7,75 
triliun atau tumbuh 7,80 persen 
dibandingkan realisasi TKD 
pada periode yang sama tahun 
2021. Tingginya realisasi TKD 
tersebut terutama disebabkan: 
(1) realisasi Dana Alokasi Umum 
(DAU) yang lebih tinggi Rp0,61 
triliun (0,69 persen, yoy); dan (2) 
realisasi Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Nonfisik lebih tinggi 
Rp11,29 triliun atau meningkat 
signifikan sebesar 1.759,59 
persen dibandingkan realisasi 
pada periode yang sama di tahun 
2021. Tingginya realisasi DAK 
Nonfisik didorong oleh pencairan 
Dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) sebesar Rp11,83 
triliun atau 9,20 persen dari pagu 
APBN 2022.
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Selanjutnya, realisasi Dana Bagi 
Hasil (DBH) sampai dengan 
Februari 2022 mencapai Rp7,12 
triliun, lebih rendah Rp4,15 
triliun atau terkontraksi 36,81 
persen dibandingkan realisasi 
pada periode yang sama di 
tahun 2021. Realisasi DBH 
yang relatif rendah terjadi 
akibat belum adanya realisasi 
DBH Pajak dan DBH Cukai 
Hasil Tembakau (CHT) hingga 
Februari 2022, sedangkan tahun 
2021 di periode yang sama telah 
terealisasi DBH Pajak Rp4,31 
triliun, dan DBH CHT Rp116,00 
miliar.

Sementara itu, penyaluran Dana 
Desa sampai dengan Februari 
2022 telah terealisasi sebesar 
Rp3,37 triliun atau lebih rendah 
11,85 persen dibandingkan 
dengan realisasi pada periode 
yang sama di tahun 2021. 
Realisasi Dana Desa yang 
relatif rendah tersebut terutama 
diakibatkan belum terpenuhinya 
syarat penyaluran Dana Desa 
pada tahap I dan penyaluran 
Bantuan Langsung Tunai (BLT) 
Dana Desa.

Berdasarkan realisasi 
Pendapatan dan Belanja 
Negara, terdapat surplus 
anggaran pada akhir Februari 
2022 sebesar Rp19,71 triliun 
atau sekitar 0,11 persen dari 
PDB. Sementara itu realisasi 

Pembiayaan Anggaran 
hingga akhir Februari 2022 
sudah mencapai Rp83,96 
triliun. Realisasi Pembiayaan 
didominasi oleh Pembiayaan 
Utang sebesar Rp92,91 triliun 
(9,5 persen dari total nilai 
Pembiayaan Anggaran). Lebih 
rinci, realisasi Pembiayaan 
Utang tersebut terdiri atas 
realisasi Surat Berharga Negara 
(Neto) sebesar Rp67,67 triliun 
dan Pinjaman (Neto) sebesar 
Rp25,24 triliun. Pinjaman ini 
berasal dari Pinjaman Luar 
Negeri sebesar Rp25,44 triliun. 
Pada Februari 2022, Pemerintah 
melakukan pembayaran Cicilan 
Pokok Pinjaman Dalam Negeri 
sebesar negatif Rp206,00 miliar. 
Sementara itu, Pemerintah 
melakukan penarikan Pinjaman 
Luar Negeri (Bruto) sebesar 
Rp32,48 triliun. Namun, 
Pemerintah juga melakukan 
pembayaran Cicilan Pokok 
Pinjaman Luar Negeri sebesar 
negatif Rp7,04 triliun. Di samping 
Pembiayaan Utang, Pemerintah 
juga merealisasikan Pembiayaan 
Investasi sebesar negatif Rp9,94 
triliun dari Investasi kepada 
BLU sebesar negatif Rp10,00 
triliun. Penerimaan Kembali 
Investasi sebesar Rp57,90 miliar, 
Pemberian Pinjaman sebesar 
Rp953,90 miliar dan Pembiayaan 
Lainnya sebesar Rp38,20 miliar.
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Postur APBN

R ealisasi APBN sampai 
dengan 28 Februari 
2022 mencatatkan 
surplus sebesar 

0,11 persen terhadap PDB 
(sampai dengan 28 Februari 
2021 defisit APBN sebesar 
0,37 persen terhadap PDB). 
Realisasi Pendapatan Negara 
yang mencapai Rp302,42 triliun 
atau meningkat 37,73 persen 
(yoy). Di sisi lain, realisasi 
belanja negara mencapai 
Rp282,71 triliun atau 10,42 
persen terhadap pagu APBN 
2022.

Realisasi Pendapatan Negara 
tersebut terdiri atas:

· Realisasi Penerimaan 
Perpajakan yang telah 
mencapai Rp256,18 triliun 
(16,97 persen dari target 
APBN 2022 dan tumbuh 40,95 
persen (yoy), dengan rincian 

Penerimaan Pajak sebesar 
Rp199,44 triliun (15,77 persen 
target atau tumbuh 36,47 
persen (yoy)) dan Penerimaan 
Kepabeanan dan Cukai sebesar 
Rp56,74 triiliun (23,16 persen 
target atau tumbuh 59,31 
persen (yoy)).

·  PNBP sampai dengan 28 
Februari 2022 mencatatkan 
realisasi sebesar Rp46,19 
triliun (13,77 persen target atau 
tumbuh 22,55 persen (yoy)).

·  Penerimaan Hibah sampai 
dengan 28 Februari 2022 telah 
terealisasi sebesar Rp52,58 
miliar, lebih rendah dari 
realisasi periode yang sama 
tahun 2021 sebesar Rp128,27 
miliar.

Belanja Negara yang telah 
terealisasi sebesar 10,42 
persen dari target APBN 2022, 
terdiri atas:
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Realisasi APBN s.d 28 Februari 2022

Perkembangan Defisit dan Keseimbangan Primer

dalam Triliun Rupiah
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·  Belanja Pemerintah Pusat 
sebesar Rp172,22 triliun atau 
8,86 persen pagu APBN 2022, 
lebih rendah dari realisasi 
periode yang sama tahun 
2021 yang mencapai Rp179,71 
triliun. Realisasi Belanja 
Pemerintah Pusat tersebut 
terdiri atas realisasi Belanja 
K/L sebesar Rp78,58 triliun 
(8,31 persen pagu APBN 2022) 
lebih rendah dari realisasi pada 
periode yang sama tahun 2021 
yang mencapai Rp97,00 triliun 
dan realisasi Belanja Non-K/L 
yang mencapai Rp93,64 triliun 
atau meningkat 13,21 persen 
(yoy).

Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa (TKDD) sebesar Rp110,49 
triliun (14,36 persen dari 
alokasi APBN 2022), meningkat 
7,07 persen dari realisasi pada 

periode yang sama tahun 
2021 yang mencapai Rp103,19 
triliun.

Berdasarkan realisasi 
pendapatan dan belanja 
negara tersebut, APBN tahun 
2022 sampai dengan 28 
Februari 2022 mengalami 
surplus sebesar Rp19,71 
triliun (0,11 persen terhadap 
PDB). Sementara itu, realisasi 
pembiayaan anggaran sebesar 
Rp83,96 triliun, sehingga 
sampai dengan 28 Februari 
2022 terdapat kelebihan 
pembiayaan anggaran sebesar 
Rp103,67 triliun.1

1. Pembiayaan utang negatif artinya Pemer-
intah membayar jumlah utang lebih banyak  
dari pada jumlah penerbitan utang baru.
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Perkembangan Keseimbangan Ekonomi Makro
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Perkembangan 
Ekonomi Makro

Kondisi Covid-19 
gelombang varian 
omicron di Indonesia 
mulai menurun 

dan kasus kematian juga 
bergerak melandai. Ditengah 
kondisi eskalasi risiko global, 
prospek ekonomi nasional 
masih cukup kuat dan terus 
berada dalam tren pemulihan. 
Beberapa leading indicator 
menunjukkan tren penguatan 
di pertengahan kuartal I 2022. 
Dari sisi konsumsi, kondisi 
belanja masyarakat tetap 

di atas level pandemi yang 
diperlihatkan dengan Mandiri 
Spending Index (MSI) yang 
masih tinggi. Indeks Keyakinan 
Konsumen (IKK) di atas level 
optimis serta Retail Sales 
Index yang terus meningkat, 
sejalan dengan optimisme dan 
mobilitas masyarakat. Dari 
sisi produksi, PMI manufaktur 
Indonesia terus berada dalam 
level ekspansi selama enam 
bulan berturut-turut. Dunia 
usaha juga meyakini bahwa 
kedepan situasi Covid-19 akan 
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terus membaik, sehingga 
akan memacu produksi dan 
penjualan.

Kondisi pasar keuangan 
domestik tetap stabil ditengah 
peningkatan volatilitas 
keuangan global karena 
eskalasi geopolitik. Pasar 
saham domestik mencatatkan 
peningkatan dan IHSG tercatat  
sebesar 7.049,6 per 28 Maret 
2022 relatif lebih tinggi 
dibandingkan peer countries. 
Sementara itu stabilitas nilai 
tukar Rupiah masih terjaga.  
Nilai tukar Rupiah mengacu 
pada JISDOR tercatat sebesar 
Rp14.360 per USD di 28 Maret 
2022. Sehingga, rata-rata 
hingga 28 Maret 2022 adalah 
sebesar Rp14.342 per USD 
atau mengalami depresiasi 
0,63 persen dibandingkan 
nilai pada awal tahun. 
Kondisi inflasi juga masih 
cukup terjaga dimana inflasi 
pada bulan Februari tercatat 
sebesar 2,06 (yoy) atau 0,54 
(ytd).  Posisi cadangan devisa 
Indonesia per akhir Februari 
2022 meningkat menjadi 
sebesar USD141,4 miliar, 
dibandingkan dengan per 
akhir Januari 2022 sebesar 
USD141,3 miliar. Posisi ini 
dapat mendukung ketahanan 
nasional dari gejolak eksternal.

Seiring dengan penurunan 
kasus Covid-19 di awal 
tahun 2022 telah mendorong 
peningkatan mobilitas 
dan turut menggerakkan 
sektor pariwisata dan 
sektor pendukung terkait 
seperti restoran, hotel, dan 
transportasi. Kunjungan 
wisatawan mancanegara 
(wisman) ke Indonesia pada 
Januari 2022 mencapai 143,74 
ribu kunjungan, meningkat 
13,62 persen dibandingkan 
dengan kunjungan tahun 
lalu. Namun, jumlah 
kunjungan wisman tersebut 
menurun sebesar 12,15 
persen dibandingkan akhir 
tahun 2021. Sementara itu, 
aktivitas industri perhotelan 
memperlihatkan peningkatan 
dibandingkan kondisi awal 
tahun lalu. Tingkat Penghunian 
Kamar (TPK) hotel klasifikasi 
bintang di Indonesia mencapai 
42,43 persen pada Januari 
2022 meningkat 12,08 poin 
dibandingkan kondisi Januari 
2021. Namun, TPK bulan 
Januari 2022 menurun sebesar 
9,14 poin dibandingkan akhir 
tahun 2021. 
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Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



Program PEN: 
Implementasi 2021 dan 
Kebijakan 2022 

Catatan: Realisasi anggaran (sementara) PC PEN 2021 menggunakan data per 28 Februari 2022. 

22

APBN KiTA : Kinerja dan Fakta

M elanjutkan 
kebijakan 
pemerintah 
dalam merespon 

pandemi Covid-19 sejak 2020 
melalui Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN), 
pemerintah mengalokasikan 
anggaran PEN tahun 2021 
sebesar Rp744,77 triliun atau 
meningkat sebesar 29,33 
persen dibandingkan angka 
realisasi audited Program 
PC-PEN TA 2020. Realisasi 
anggaran (sementara) Program 
PC PEN tahun 2021 mencapai 

Rp658,6 triliun atau sebesar 
88,4 persen dari total alokasi 
yang disediakan. Pelaksanaan 
PEN tahun 2021 telah 
difokuskan pada ketercapaian 
output sasaran dan tujuan 
dari masing-masing sektor/
program dengan tetap menjaga 
aspek governance-nya. Secara 
lebih rinci, realisasi sementara 
dari masing-masing klaster 
yaitu:

Klaster Kesehatan mencapai 
Rp198,5 triliun atau 92,3 
persen dari pagu yang 
disediakan yakni sebesar 

Laporan Khusus
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Sembako dan BLT Desa selama 
3 bulan.

Klaster Dukungan UMKM dan 
Korporasi sebesar Rp116,2 
triliun atau 71,5 persen dari 
pagu Rp162,4 triliun untuk 
menopang permodalan dan 
cashflow UMKM agar mampu 
bertahan dan dapat melakukan 
jump start pada masa 
pemulihan ekonomi. Beberapa 
program untuk mendukung 
UMKM adalah Bantuan 
Presiden untuk Usaha Mikro 
(BPUM) untuk 12,8 juta usaha 
mikro, Imbal Jasa Penjaminan 
(IJP) untuk 5,49 juta debitur 
UMKM dan Korporasi, dan 
Bantuan untuk 1 juta PKL;

Klaster Program Prioritas 
sebesar Rp105,4 triliun atau 
89,3 persen dari pagunya 
Rp117,94 triliun digunakan 
sebagai dukungan program 
prioritas melalui program Padat 
Karya untuk 1,63 juta tenaga 
kerja, sektor pariwisata melalui 
sertifikasi CHSE (Cleanliness, 
Health, Safety, Environment 
Sustainability) serta akomodasi 
tenaga Kesehatan dalam 
rangka peningkatan industri 
perhotelan, dan ketahanan 
pangan melalui pembangunan 
bendungan dan food estate;

Klaster Insentif usaha 
sebesar Rp67,7 triliun atau 
107,7 persen dari pagu 

Rp214,96 triliun yang ditujukan 
untuk vaksinasi, tracing dan 
testing, obat isoman pemberian 
insentif dan santunan kematian 
untuk tenaga kesehatan, 
insentif perpajakan bidang 
kesehatan, bantuan iuran 
JKN, serta terutama untuk 
belanja intervensi penanganan 
Covid-19 (APD, alat kesehatan, 
dan biaya klaim perawatan).

Klaster Perlindungan Sosial 
sebesar Rp171,0 triliun atau 
91,5 persen dari pagunya 
Rp186,64 triliun yang ditujukan 
sebagai dukungan daya 
beli untuk menekan laju 
peningkatan kemiskinan serta 
ketimpangan dengan berbagai 
bantuan antara lain Program 
Keluarga Harapan (PKH), 
Kartu Sembako, Bantuan 
Sosial Tunai, serta Bantuan 
Subsidi Upah. Pelaksanaan 
klaster perlindungan sosial 
pada 2021 mengalami banyak 
penyesuaian untuk merespon 
penanganan Covid-19 
khususnya varian Delta yaitu 
dengan meluncurkan program 
baru diantaranya Bantuan 
Sembako PPKM, Bantuan 
Beras, dan Bantuan Uang 
Kuliah Tunggal (UKT). Selain 
itu, dalam rangka pengentasan 
kemiskinan ekstrem di 
35 Kabupaten prioritas 
pemerintah menambah 
bantuan (Top up) Kartu 
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yang disediakan sebesar 
Rp62,83 triliun digunakan 
antara lain sebagai insentif 
perpajakan untuk menjaga 
keberlangsungan dunia usaha 
serta daya beli masyarakat 
(PPh 21 DTP).

Berdasarkan berbagai studi 
evaluatif yang dilakukan, 
program PEN terbukti secara 
efektif mampu menjadi 
bantalan bagi daya beli 
masyarakat serta keuangan 
dunia usaha. Survei yang 
dilakukan LPEM dan LD UI 
menunjukkan intervensi PEN 
membuat mayoritas responden 
dapat bertahan (tidak 
mengalami penurunan omzet 
dan keuntungan), namun 
sosialisasi terkait rendahnya 
literasi program PEN masih 
perlu ditingkatkan. Khusus 
untuk program BPUM, survei 
yang dilakukan Kemenkop UKM 
dan TNP2K menunjukan bahwa 
mayoritas penerima BPUM 
memiliki cadangan kas lebih 
dari 10 hari atau bisa dikatakan 
program BPUM sudah tepat 
sebagai cash buffer pada 
usaha mikro.

Pada sisi perlindungan 
sosial, survei Dampak Sosio-
Ekonomi yang dilakukan 
UNICEF, Prospera, SMERU, dan 
UNDP menemukan bahwa 85 
persen responden menerima 

sekurangnya satu program 
bantuan dengan cakupan 
terbesar adalah BLT Desa 
sebesar 17,6 persen. Selain 
itu, program PEN pada klaster 
Perlinsos mampu menjaga 
tingkat konsumsi masyarakat 
terutama kelompok miskin dan 
rentan sehingga berkontribusi 
terhadap penurunan tingkat 
kemiskinan (10,19 persen 
pada September 2020 menjadi 
9,71 persen pada Maret 
2021). Hal ini menunjukkan 
cakupan bantuan pemerintah 
sudah menyentuh mayoritas 
dari masyarakat Indonesia. 
Melalui respon kebijakan 
yang komprehensif dalam 
penanganan Covid-19 dan 
pemulihan ekonomi, APBN 
2021 telah bekerja keras dan 
mampu tetap melakukan 
countercyclical untuk menahan 
pemburukan yang semakin 
dalam.

Berbagai usaha pemerintah 
untuk menekan angka 
Covid-19 telah membuahkan 
hasil penurunan angka kasus 
varian delta di Indonesia 
pada tahun 2021. Namun 
demikian, beberapa waktu 
terakhir kembali merebak 
varian baru Covid-19 yang 
disebut Omicron. Penyebaran 
varian Omicron yang lebih 
cepat dibandingkan berbagai 
varian sebelumnya, bahkan 
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dibandingkan varian Delta, 
masih perlu mendapat 
perhatian khusus dan langkah 
antisipasi yang ketat meski 
menyebabkan angka kematian 
yang relatif lebih rendah. 
Dengan demikian pada 
tahun 2022 program PEN 
akan tetap berfokus pada 
penanganan Covid-19 dan 
penguatan pemulihan ekonomi. 
Akselerasi penanganan 
Covid-19 juga tetap dijadikan 
sebagai kunci pemulihan 
ekonomi melalui terbentuknya 
kekebalan komunitas dari 
vaksinasi. Selain itu, pemulihan 
perekonomian dilakukan 
utamanya untuk mendukung 
penciptaan lapangan kerja, 
yang manfaatnya dirasakan 
oleh masyarakat, untuk 
dipantau secara intensif untuk 
dapat dikomunikasikan kepada 
masyarakat​.

Pelaksanaan PEN 2022 akan 
lebih difokuskan pada tiga 
klaster yaitu Kesehatan, 
Perlindungan Masyarakat, 
dan Penguatan Pemulihan 
Ekonomi.  Dukungan anggaran 
pada ketiga klaster tersebut 
mencapai Rp455,62 triliun 
(angka bersifat dinamis, masih 
dalam proses reviu). 

Pertama adalah klaster 
Kesehatan sebesar Rp122,54 
triliun yang akan digunakan 

untuk Testing dan Tracing 
yang lebih terjangkau, Klaim 
Perawatan Pasien Covid-19, 
pengadaan obat Covid-19, 
Vaksinasi Covid-19 dengan 
mulai mengutamakan produksi 
vaksinasi lokal yang akan 
dimulai pada 2022, isolasi 
mandiri, serta penanganan 
Covid-19 pada daerah melalui 
bantuan Biaya Operasional 
Kesehatan (BOK) dan earmarking 
TKDD. Pemerintah Indonesia 
juga telah memutuskan 
pemberian vaksinasi booster 
secara gratis. Diharapkan hal 
tersebut dapat mempercepat 
proses persiapan Pandemi 
Covid-19 menuju endemi.

Kedua, klaster perlindungan 
masyarakat sebesar Rp154,76 
triliun dengan fokus utama 
melanjutkan program perlinsos 
yang sudah ada, yaitu PKH, 
Kartu Sembako, Kartu Prakerja, 
BLT Desa, Jaminan Kehilangan 
Pekerjaan, serta Bantuan PKL, 
Warung, dan Nelayan.

Ketiga, klaster Penguatan 
Pemulihan Ekonomi yang 
dialokasikan sebesar Rp178,32 
triliun. Program pada klaster ini 
mencakup Program Padat Karya 
pada K/L, Pariwisata/Ekonomi 
Kreatif, Ketahanan Pangan, ICT, 
Kawasan Industri, Dukungan 
UMKM, PMN BUMN, serta 
Insentif Perpajakan
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Selama tahun 2022, kinerja 
APBN diupayakan akan terus 
dijaga dalam koridor ekspansif 
dan konsolidatif. Pemerintah 
akan terus melakukan 
penguatan di sisi perpajakan 
serta mengupayakan 
akselerasi belanja 
Pemerintah untuk menopang 
pertumbuhan. Percepatan 
program vaksinasi yang mulai 
berjalan diharapkan mampu 
menekan penularan dan 
mengembalikan kepercayaan 
diri dari masyarakat untuk 
kembali menghidupkan 
aktivitas ekonomi. Melalui 
penguatan PEN, percepatan 
vaksinasi, serta penguatan 
reformasi struktural yang 
dilakukan Pemerintah, kondisi 
perekonomian Indonesia 
diharapkan semakin membaik. 
Sinergi dan peran aktif dari 
semua pihak juga sangat 
dibutuhkan untuk memulihkan 
kondisi Indonesia dari pandemi 
ini. 



Manfaat Program 
Pemulihan Ekonomi 
Nasional
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Tahun 2021 telah 
berlalu. Meski 
pandemi Covid-19 
di Indonesia mulai 

menurun, tetapi dampaknya 
masih terasa bagi masyarakat, 
terutama bagi masyarakat 
menengah ke bawah. Selain 
dampak fisik dan psikologis, 
dampak perekonomian selalu 
mengikuti. Tak dimungkiri 
lagi, kondisi perekonomian di 
Indonesia masih bergantung 
pada pemerintah sebagai 
regulator. Tentunya pemerintah 
memiliki strategi 

untuk menangani dampak 
perekonomian tersebut. 
Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional atau biasa disebut 
Program PEN menjadi wujud 
respons dan dukungan 
APBN untuk menanggulangi 
penyebaran virus Covid-19 
dan dampaknya melalui 
pemberian perlindungan 
kepada masyarakat serta 
penyelamatan perekonomian 
nasional dan stabilitas sistem 
keuangan.
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Program PEN untuk tahun 
2021 berfokus pada sektor 
kesehatan, perlindungan sosial, 
program prioritas, dukungan 
UMKM dan korporasi, serta 
insentif usaha. Salah satu 
penerima manfaat utama 
dari program-program ini 
adalah masyarakat yang 
kurang mampu. Berbagai 
program unggulan pemerintah 
mengantisipasi adanya 
kemiskinan dan kelaparan di 
seluruh penjuru negeri.

Total anggaran Program PEN 
tahun 2021 telah mengalami 
beberapa kali penyesuaian 
menjadi sebesar Rp744,77 
triliun. Kebijakan anggaran pun 
dilakukan secara lebih fleksibel, 
menyesuaikan dengan 
dinamika pandemi yang 
berubah sedemikian cepat. 

Program Keluarga Harapan 
(PKH) adalah salah satu 
program unggulan pemerintah 
di bidang perlindungan sosial. 
PKH dikelola oleh Direktorat 
Jaminan Sosial Keluarga 
Kementerian Sosial. Pada 
tahun 2021, alokasi PKH 
adalah sebesar Rp28,31 triliun 
dan terserap sebesar 98,66 
persen untuk 10 juta keluarga 
penerima manfaat (KPM). 
Pada tahun 2022 PKH terus 
dilanjutkan dengan alokasi 
sebesar Rp28,71 triliun dan 

target 10 juta KPM. Sampai 
dengan triwulan I tahun 2022, 
telah disalurkan sebesar 
Rp5,52 triliun atau 19,22 
persen PKH kepada 7.348.908 
KPM. 

PKH dinilai dapat 
meningkatkan kemampuan 
keluarga miskin untuk 
memenuhi konsumsi keluarga. 
Berdasarkan penelitian 
MicroSave Consulting, 
peningkatan konsumsi 
keluarga PKH lebih tinggi 3,8 
persen dibandingkan keluarga 
non-PKH. Seperti disebutkan 
oleh Suriyati sebagai Penerima 
Bantuan PKH di Mataram, 
bantuan yang diterima 
dipakai untuk mendukung 
pendidikan keluarganya. “750 
ribu rupiah, diterima tiga bulan 
sekali. Digunakan untuk beli 
peralatan sekolah, pensil, 
buku, alhamdulillah berguna,” 
sebutnya.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) 
Desa merupakan program 
lain yang dijalankan oleh 
pemerintah untuk meringankan 
dampak pandemi di bidang 
ekonomi yang masih belum 
pulih sepenuhnya. Pada tahun 
2021, dana BLT Desa sebesar 
Rp20,24 triliun dikucurkan 
kepada 5,6 juta masyarakat 
yang kurang mampu di 
daerah pedesaan, sebagai 
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jaring pengaman sosial untuk 
meminimalkan dampak buruk

pandemi Covid-19 bagi warga 
desa serta mempercepat 
penuntasan masalah 
kemiskinan di desa. 

Seperti yang dirasakan 
Karmila, pengrajin rajutan 
di Pangkalpinang, pandemi 
Covid-19 membuat hasil dari 
usaha yang dijalankannya 
sempat menurun. Namun, 
dengan BLT Desa sebesar 
Rp2,4 juta yang diperolehnya, 
ia dapat membeli bahan 
baku dan peralatan untuk 
menunjang keberlangsungan 
bahkan mengembangkan 
usahanya. Karmila berharap 
pemerintah tetap memberikan 
bantuan agar usaha kecil bisa 
pulih kembali. 

Tak hanya untuk pengusaha, 
pemerintah pun memberikan 
perhatian bagi kaum petani. 

“Terima kasih, dengan adanya 
dana bergulir kami dapat 
memberdayakan perekonomian 
kelompok kami dan keluarga 
kami, di desa kami, hingga 
lingkungan kami semuanya,” 
ungkap Kiswo, Ketua Kelompok 
Tani Andalan di Brebes.

Program perlindungan sosial 
unggulan lainnya adalah Kartu 
Sembako, yang sekaligus 
menjadi upaya pemerintah 
untuk mengenalkan bantuan 
dalam bentuk nontunai 
(cashless) yakni melalui 
penggunaan kartu elektronik 
yang diberikan langsung 
kepada KPM. Program 
Kartu Sembako merupakan 
jaring perlindungan sosial 
masyarakat yang diberikan 
kepada kelompok masyarakat 
berpenghasilan rendah atau 
keluarga miskin dan rentan. 
Program Kartu Sembako 
bertujuan untuk memenuhi 
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kebutuhan pokok dasar 
masyarakat yaitu pangan. 

Sebelumnya, kebutuhan pokok 
yang dapat dibeli dengan Kartu 
Sembako ini hanya terdiri atas 
komoditas beras dan telur. 
Kebijakn ini kemudian diubah 
sehingga sembako yang bisa 
dipilih lebih bervariasi. Tidak 
hanya beras tetapi juga jenis 
karbohidrat lain, tidak hanya 
telur untuk protein hewani 
tetapi juga protein nabati, 
sayuran, hingga buah, sehingga 
diharapkan dapat memberikan 
keleluasaan kepada penerima 
manfaat dalam memilih jenis, 
kualitas, harga, dan tempat 
membeli bahan pangan. 

Bantuan Sembako diberikan 
kepada penerima manfaat 
yang terdaftar pada Data 
Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS) dan disalurkan 
melalui rekening pemerintah 
lainnya (RPL) dengan periode 
penyaluran bulanan. Indeks 
penerima manfaat bansos 
sembako adalah Rp200 
ribu per KPM per bulan. 
Mekanisme penyaluran bansos 
Sembako menggunakan 
sistem e-Wallet yang dapat 
ditukarkan sejumlah sembako 
pada Warung Elektronik 
Gotong Royong (e-Warong). 
Sampai dengan Februari 
2022 penyaluran Program 

Kartu Sembako Tahun 2022 
sudah mencapai Rp9,98 triliun  
dengan penerima 16 juta KPM.

Selain bantuan sosial yang 
diberikan kepada masyarakat 
miskin, bantuan juga 
diberikan kepada Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM). selain untuk 
menyejahterakan masyarakat 
yang menjadi pelaku usaha 
atau bekerja di sektor tersebut, 
dukungan untuk UMKM 
juga dimaksudkan untuk 
mendorong perekonomian 
dari sektor mikro. Bantuan ini 
antara lain berupa Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) dan Pembiayaan 
Ultra Mikro (UMi) dengan 
konsep subsidi bunga maupun 
pembiayaan murah.

Dalam rangka mendorong PEN, 
skema KUR menjadi motor 
penggerak pembiayaan yang 
utama untuk UMKM di tengah 
lesunya penyaluran skema 
kredit yang lain. KUR adalah 
salah satu program pemerintah 
dalam meningkatkan akses 
pembiayaan kepada UMKM 
yang disalurkan melalui 
lembaga keuangan dengan 
pola penjaminan. Program 
KUR dimaksudkan untuk 
memperkuat kemampuan 
permodalan usaha dalam 
rangka pelaksanaan kebijakan 
percepatan pengembangan 
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sektor riil dan pemberdayaan 
UMKM. Bantuan yang 
disediakan berupa dana 
keperluan modal kerja serta 
investasi yang disalurkan 
kepada pelaku UMKM individu/
perseorangan, badan usaha 
dan/atau kelompok usaha yang 
memiliki usaha produktif dan 
layak tetapi belum memiliki 
agunan tambahan, atau 
feasible tetapibelum bankable. 
Pemerintah mencatat realisasi 
penyaluran KUR mencapai 
Rp278,71 triliun hingga akhir 
Desember 2021, dengan 
penerima mencapai 7,35 juta 
debitur.

Pembiayaan UMi merupakan 
program tahap lanjutan dari 
program bantuan sosial 
menjadi kemandirian usaha 
yang menyasar usaha 
mikro di lapisan terbawah, 
yang belum bisa difasilitasi 
perbankan melalui program 
KUR. Pemerintah menunjuk 
Badan Layanan Umum (BLU) 
Pusat Investasi Pemerintah 
(PIP) sebagai coordinated 
fund pembiayaan UMi. 
UMi memberikan fasilitas 
pembiayaan maksimal 
Rp10 juta per nasabah dan 
disalurkan melalui Lembaga 
Keuangan Bukan Bank (LKBB). 

Saat ini lembaga yang 
menyalurkan pembiayaan 

UMi antara lain PT Pegadaian 
(Persero), PT Bahana Artha 
Ventura, dan PT Permodalan 
Nasional Madani (Persero). 
Pembiayaan UMi telah 
menjangkau 500 kabupaten/
kota di 34 provinsi di Indonesia. 
Sumber pendanaannya berasal 
dari APBN, juga kontribusi 
pemerintah daerah dan 
lembaga-lembaga keuangan, 
baik domestik maupun global. 
Pada tahun 2021 penyaluran 
dana melalui Pembiayaan UMi 
mencapai Rp7,03 triliun kepada 
1,9 juta debitur. Capaian 
tersebut telah melampaui 
target pertumbuhan debitur 
sebesar 1,8 juta debitur atau 
meningkat 109 persen.

Rahmat Efendi, seorang 
pengusaha suvenir dan 
percetakan di Malang adalah 
salah satu debitur UMi yang 
terbantu dengan program 
tersebut. Semula ia bekerja 
sebagai petugas kebersihan, 
kemudian mempunyai ide 
untuk menekuni usaha 
sablon. Tidak adanya alat 
sablon dan komputer untuk 
mendesain menjadi kendala 
bagi Rahmat untuk belajar 
sehingga seringkali uangnya 
terus terpakai untuk menyewa 
alat. Suatu hari, Rahmat 
mendapat pesanan yang butuh 
modal besar. Pesanan ini 
mendorongnya memantapkan 
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diri mencari tambahan modal 
hingga akhirnya memutuskan 
untuk meminjam melalui 
pembiayaan UMi. Sedikit demi 
sedikit laba yang ia peroleh 
digunakan untuk membeli 
peralatan. Hasil usahanya kini 
berbuah rumah dan kendaraan 
milik sendiri. Rahmat sangat 
bersyukur, dari yang awalnya 
bisa dibilang tidak punya apa-
apa sekarang bisa memiliki 
tempat tinggal sendiri, bahkan 
mampu membantu orang tua 
dan saudara-saudaranya.

Efektivitas peran dan strategi 
pemerintah dalam berperang 
melawan Covid-19 di tahun 
2020 – 2021 lalu menjadi 
lesson learned penting dalam 
menghadapi tahun 2022. 
Tentunya dengan upaya-upaya 
perbaikan agar program-
program pemerintah seperti 
PEN dapat lebih optimal 
manfaatnya. Seiring dinamika 
kondisi masyarakat dan 
perekonomian yang fluktuatif 
atau cepat berubah, APBN juga 
didesain untuk memberikan 
manfaat secara langsung 
sehingga bisa segera dirasakan 
oleh masyarakat, dengan 
harapan mampu mempercepat 
pemulihan. Pemerintah 
juga melakukan konsolidasi 
fiskal yang diarahkan untuk 
memulihkan sektor kesehatan 
masyarakat sekaligus 

menyehatkan perekonomian 
dalam rangka akselerasi serta 
pemulihan dan reformasi 
struktural. 

Selanjutnya peran masyarakat 
juga penting karena 
pemerintah tidak akan sanggup 
dan optimal jika bekerja sendiri 
melawan Covid-19. Protokol 
kesehatan 3M yaitu Memakai 
masker, Mencuci tangan, 
dan Menjaga jarak adalah 
upaya utama untuk dijalankan 
seluruh masyarakat, karena 
masyarakat juga memiliki 
peranan penting dalam upaya 
menekan angka penularan 
Covid-19.
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D alam penanganan 
pandemi Covid-19 
tahun 2021, 
Pemerintah 

Indonesia berstrategi dengan 
mengutamakan keseimbangan 
antara penanganan kesehatan 
dan pemulihan ekonomi 
nasional. Total anggaran 
pemulihan ekonomi nasional 
(PEN) tahun 2021 telah 
mengalami beberapa kali 
penyesuaian menjadi sebesar 
Rp744,77 triliun. Kebijakan 
anggaran pun dilakukan 
dengan lebih fleksibel 

Pengawasan PC PEN 
Tahun 2021

menyesuaikan dinamika 
pandemi yang berubah 
sedemikian cepat. 

Pemerintah kembali 
melanjutkan program 
penanganan Covid-19 
dan pemulihan ekonomi 
nasional (PC-PEN) dalam 
rangka untuk menanggulangi 
penyebaran virus Covid-19, 
memberikan perlindungan 
kepada masyarakat, serta 
penyelamatan perekonomian 
nasional dan stabilitas sistem 
keuangan. Program PC-PEN 
pada tahun 2021 berfokus 
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pada sektor kesehatan, 
perlindungan sosial, program 
prioritas, dukungan UMKM dan 
korporasi, serta insentif usaha. 

Menteri Keuangan sebagai 
Chief Operating Officer (COO) 
Kementerian Keuangan dan 
sebagai Chief Financial Officer 
(CFO) yang mendapatkan 
kuasa dari Presiden untuk 
mengelola fiskal dan mewakili 
pemerintah dalam kepemilikan 
kekayaan negara yang 
dipisahkan memiliki peran 
besar dalam mendukung 
program tersebut melalui 
instrumen APBN. APBN 2021 
telah bekerja keras agar 
tujuan program PC-PEN dapat 
tercapai dan memberikan 
dampak besar bagi masyarakat 
dan perekonomian nasional. 

Inspektorat Jenderal sebagai 
pengawas internal Kementerian 
Keuangan bertanggung jawab 
dalam menjaga tata kelola, 
risiko, dan pengendalian 
intern Kementerian 
Keuangan. Sepanjang tahun 
2021, Inspektorat Jenderal 
memperkuat ekosistem 
pengawasannya dengan lebih 
aktif menggalang sinergi dan 
koordinasi dengan Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP) Kementerian/Lembaga 
lain bahkan Pemerintah Daerah 
(Pemda). 

Penguatan ekosistem 
pengawasan ini dalam rangka 
mengawal pelaksanaan 
tugas Menteri Keuangan baik 
sebagai COO maupun CFO. 
Pengawasan yang dilakukan 
Inspektorat Jenderal berfokus 
pada tiga hal prioritas, yaitu 
pengawalan percepatan 
penanganan Covid-19 dan 
pemulihan ekonomi nasional, 
penguatan integritas, dan 
peningkatan kinerja program 
Kemenkeu. 

Pengawasan PC-PEN 
tahun 2021 yang dilakukan 
Inspektorat Jenderal sesuai 
dengan KEP-9/IJ/2021 
tentang Pembentukan Tim 
Pengawasan PC-PEN Tahun 
2021, meliputi: 

- Monitoring dan evaluasi data 
anggaran dan program PC-
PEN; 

- Data analytics penerima 
manfaat (perlindungan sosial 
dan UMKM) dan database 
BPJS Kesehatan; 

- Pendampingan pemeriksaan 
Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) dan Monitoring Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK; 

- Koordinasi pengawasan 
PC-PEN dengan APIP K/L, 
Pelaksana Program, Aparat 
Penegak Hukum (APH), Badan 
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- Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP); 

- Focus Group Discussion 
(FGD), pengumpulan data 
dan informasi, dan observasi 
lapangan pada beberapa 
pemda; 

- Reviu atas Rencana Kerja 
Anggaran (RKA) terkait 
Program PC-PEN pada Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA) 
di lingkungan Kementerian 
Keuangan; dan 

- Sosialisasi dan koordinasi 
pemanfaatan aplikasi 
e-Kompas APIP.

Dalam melakukan 
pengawalan PC PEN Tahun 
2021, Inspektorat Jenderal 
tidak hanya memberikan 
rekomendasi tetapi juga 
berkoordinasi dengan Unit 
Eselon I di lingkungan 
Kementerian Keuangan. 
Koordinasi juga dilakukan 
dengan APIP Kementerian/
Lembaga/Pemda, pengawas 
eksternal, serta Aparat 
Penegak Hukum (APH). 
Koordinasi dan sinergi yang 
dilakukan ini dapat semakin 
memperkuat ekosisten 
pengawasan APBN yang 
semakin terintegrasi. 

Kesehatan

Pada sektor kesehatan, 
Inspektorat Jenderal 
melakukan pengawasan 
diantaranya pada earmark 
Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa (TKD) untuk 
kesehatan. Terkait pemenuhan 
persyaratan salur DAU oleh 
Pemda dan rendahnya 
penyerapan earmark TKD 
untuk kesehatan, Inspektorat 
Jenderal merekomendasikan 
untuk mengidentifikasi kembali 
penyebab daerah-daerah 
yang belum memenuhi syarat 
salur sehingga menyebabkan 
rendahnya realisasi 
penyerapan.

Berdasarkan rekomendasi 
Inspektorat Jenderal 
tersebut, Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan (DJPK) 
membuka layanan helpdesk 
untuk membantu daerah 
terkait pemenuhan syarat 
penyaluran dan melaksanakan 
bimbingan teknis pelaporan 
daerah, serta mengirimkan 
surat kepada seluruh Gubernur 
dan Walikota/Bupati terkait 
penegasan adanya fleksibilitas 
persentase earmark TKD untuk 
PC-PEN. Dengan begitu, nilai 
anggaran terkait kebutuhan 
dan tingkat penyerapan dapat 
disesuaikan. 
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Vaksinasi yang menjadi 
program unggulan guna 
memberikan perlindungan 
kesehatan kepada masyarakat 
juga tidak luput dari 
pengawasan. Inspektorat 
Jenderal bersama Direktorat 
Jenderal Anggaran (DJA) 
berkoordinasi agar realisasi 
vaksinasi tahun 2021 dapat 
dipertimbangkan dalam 
melakukan penelaahan DIPA 
Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes) terkait vaksinasi 
tahun 2022.

Selain vaksinasi, Inspektorat 
Jenderal juga berkoordinasi 
dengan Kemenkes agar dapat 
memperhitungkan kembali 
proyeksi kebutuhan belanja 
diagnostic-testing, santunan 
kematian, dan penelitian 
laboratorium sampai dengan 
Desember 2021. Kemenkes 
pun telah menindaklanjuti 
dengan melakukan refocusing 
dan realokasi anggaran 
program tersebut.

Perlindungan Sosial

Berdasarkan hasil pengawasan 
terkait Bantuan Sosial Tunai 
(BST), Program Keluarga 
Harapan (PKH), dan Bantuan 
Pemerintah Non-Tunai 
(BPNT), Inspektorat Jenderal 
memberikan rekomendasi 
kepada Inspektorat Jenderal 
Kementerian Sosial 

(Kemensos). Rekomendasi 
tersebut adalah APIP 
Kemensos agar melakukan 
penelaahan lebih lanjut atas 
hasil data analytics yang telah 
dibahas dan disampaikan 
dengan unit teknis terkait di 
lingkungan Kemensos, serta 
tetap melakukan koordinasi 
dengan Inspektorat Jenderal 
Kemenkeu. 

Penyaluran BLT (Bantuan 
Langsung Tunai) Desa kepada 
Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM), serta relaksasi 
penyaluran BLT berpotensi 
menimbulkan pengendapan 
dana di Rekening Kas Desa 
(RKD). Itjen Kemenkeu 
berupaya mendorong 
akselerasi pelaksanaan 
program PC-PEN di daerah 
termasuk BLT Desa melalui 
koordinasi dengan APIP 
Kemendagri, APIP Kemendes 
PDTT, dan APIP Daerah.

Program Prioritas

Penyaluran dana pinjaman 
PEN ke daerah masih belum 
optimal, sehingga monitoring 
dan evaluasi atas pelaksanaan 
Pinjaman PEN Daerah Tahun 
2020 dan 2021 menjadi poin 
penting koordinasi antara 
Itjen Kemenkeu, DJPK, dan PT 
SMI. Itjen Kemenkeu bersama 
DJPK juga menggandeng APIP 
Kemendes PDTT melakukan 
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upaya terkait realisasi 
penyaluran BLT Desa ke KPM 
yang masih rendah. Selain 
itu, relaksasi penyaluran BLT 
Desa ke RKD membutuhkan 
penanganan segera karena 
dapat menimbulkan sisa dana 
yang cukup signifikan pada 
akhir tahun.

UMKM dan Korporasi

Isu kurang meratanya 
bantuan juga muncul pada 
penyaluran Bantuan Presiden 
Produktif Usaha Mikro 
(BPUM). Pada penyaluran 
BPUM belum sepenuhnya 
tepat sasaran karena masih 
terdapat penerima BPUM yang 
tercatat sebagai debitur KUR 
aktif. Inspektorat Jenderal 
Kemenkeu bekerja sama 
dan berkoordinasi dengan 
Inspektorat Kementerian 
Koperasi dan UKM untuk 
melakukan konfirmasi, dan 
pemblokiran rekening penerima 
BPUM, serta memantau 
mitigasi risiko untuk tahapan 
penyaluran BPUM berikutnya. 
Terhadap permasalahan 
dimaksud Inspektorat Jenderal 
Kementerian Koperasi dan 
UKM telah menindaklanjuti 
dengan terus memantau 
compliance atas pelaksanaan 
program BPUM, serta 
menyampaikan hasil tindak 
lanjutnya kepada Inspektorat 
Jenderal Kemenkeu. 

Insentif Pajak

Berdasarkan hasil pengawasan 
atas insentif pajak dalam 
program PEN, usulan Reviu 
Pergeseran BUN BA 999.07 
Subsidi Pajak Ditanggung 
Pemerintah dalam rangka 
penanganan pandemi Covid-19 
telah sesuai dengan Pagu 
Anggaran dan dokumen 
pendukung. Di sisi lain, terdapat 
beberapa isu terkait insentif 
pajak dalam program PEN, yaitu 
data pemanfaatan insentif pajak 
tahun 2021 belum dapat diakses 
oleh Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP), sehingga KPP belum 
dapat melakukan pengawasan 
Wajib Pajak (WP) pemanfaat 
insentif pajak tahun 2021. 

Berdasarkan rekomendasi 
Inspektorat Jenderal, Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) telah 
menurunkan data insentif pajak 
tahun 2021 (data permohonan, 
data pelaporan realisasi, dan 
data anomali) kepada KPP 
melalui aplikasi Portal DJP 
dan Managerial Dashboard and 
Online Reporting (Mandor). 
Inspektorat Jenderal dan 
DJP akan terus melakukan 
pengawasan atas distribusi data 
anomali pemanfaatan insentif 
pajak tahun 2021 di tahun 2022 
dan tindak lanjut pengawasan 
pemanfaatan insentif pajak.
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B ea Cukai memegang 
peran penting sebagai 
industrial assistance 
dalam mendukung 

pertumbuhan industri. Oleh 
karena itu, Bea Cukai berupaya 
mewujudkan iklim usaha dan 
investasi yang kondusif melalui 
penyederhanaan prosedur 
kepabeanan dan cukai 
sehingga dapat memperlancar 
logistik impor dan ekspor. 
Dalam mengoptimalkan peran 
tersebut, Bea Cukai melakukan 
kunjungan langsung para 
pelaku usaha di tiga wilayah.

Bea Cukai memiliki program 
Customs Visit Customer 
(CVC) yang bertujuan untuk 
memberikan asistensi 
sekaligus mendengarkan 
secara langsung kendala 
yang mungkin dihadapi para 
pelaku usaha. Bagi Bea Cukai 
sendiri, hal ini sebagai sarana 
untuk meninjau langsung 
kegiatan usaha di lapangan 
serta untuk meningkatkan 
kepatuhan pelaku usaha dalam 
memanfaatkan fasilitas yang 
diberikan.
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Direktur Jenderal Bea 
dan Cukai, Askolani, 
berkesempatan meninjau 
langsung dua perusahaan di 
bawah pengawasan Bea Cukai 
Banjarmasin beberapa waktu 
lalu. PT Wijaya Tri Utama 
Plywood Industry (WTUPI), 
perusahaan yang bergerak 
pada industri kayu yang 
berlokasi di Kota Banjarmasin, 
dan tercatat sebagai eksportir 
kayu dengan kontribusi bea 
keluar terbesar selama tahun 
2020.

Peninjauan selanjutnya adalah 
PT Sarikaya Sega Utama yang 
berlokasi di Kota Banjarbaru, 
Provinsi Kalimantan Selatan, 
yang merupakan produsen 
lampit rotan saburina, ajiro 
rotan, dan karpet kayu. Selain 
itu, PT Sarikaya Sega Utama 
juga telah berhasil merambah 
pasar Jepang dengan produk 
ekspor daun gelinggang.

Selain di Banjarmasin, dengan 
mengusung inovasi dalam 
pelaksanaan CVC, Bea Cukai 
Cikarang melakukan kunjungan 
kerja dalam bentuk olahraga 
bersama bersepeda. Kegiatan 
dilakukan bersama dengan 
Distributor Center Kawan 
Lama Group, perusahaan 
yang bergerak dalam industri 
peralatan perkantoran, 
perkakas, dan perabotan 
rumah tangga. Kawan Lama 
Group merupakan induk PT 
Ace Hardware Indonesia dan 
tercatat sebagai importir 
dengan bea masuk terbesar 
selama tahun 2021.

Sementara itu di Batam, Bea 
Cukai Batam bersama dengan 
Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia (BPK 
RI) melakukan kunjungan 
ke PT Pelayaran Nasional 
Samudra Tujuh. Kegiatan ini 
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sekaligus untuk melaksanakan 
pertukaran data dan informasi 
kepentingan proses audit. 
Proses audit dilakukan untuk 
meningkatkan kepatuhan 
dalam proses bisnis 
perusahaan. Bea Cukai Batam 
menambahkan bahwa legal 
itu mudah, dengan patuh pada 
aturan hukum yang berlaku 
tentunya proses bisnis dapat 
berjalan dengan aman dan 
nyaman.

Sektor industri merupakan 
salah satu sektor andalan 
dalam pertumbuhan ekonomi 
nasional. Bahkan sektor 
industri merupakan lapangan 
usaha terbesar dalam 
menyerap tenaga kerja. Untuk 
itu, kami berharap dengan 
berbagai fasilitas kepabeanan 
dan cukai yang diberikan 
kepada pelaku industri dapat 
mendukung pemulihan 
ekonomi nasional. 

Memegang fungsi penting 
dalam perlindungan 
masyarakat, Bea Cukai 
mengemban tugas mengawasi 
masuknya barang-barang yang 
membahayakan keamanan 
negara, barang-barang yang 
merusak kesehatan dan 
meresahkan masyarakat, 
serta melindungi masyarakat 
dari masuknya barang yang 
tidak memenuhi standar. 

Pelaksanaan tugas ini pun 
tidak dapat berjalan optimal 
tanpa bantuan instansi 
penegak hukum lainnya. 
Menyadari hal tersebut, Bea 
Cukai berupaya menjalin 
sinergi dan harmoni dengan 
para aparat penegak hukum 
lintas instansi, seperti dari TNI 
dan Polri, untuk optimalisasi 
tugas pengawasan.

Komitmen sinergi antarinstansi 
diwujudkan oleh kantor-
kantor pelayanan Bea Cukai 
di berbagai daerah dengan 
melaksanakan pertemuan 
dan diskusi dengan para 
pimpinan instansi penegak 
hukum. Seperti Kantor Bea 
Cukai Pasuruan dengan 
Panglima Divisi 2 Kostrad, 
Komandan Batalyon Kavaleri 
8/NSW/2 Kostrad di Markas 
Batalyon Kavaleri 8/Nara 
Singa Wiratama. Pertemuan 
tersebut menjadi ajang 
silaturahmi dan memperkuat 
sinergi antarinstansi. Dengan 
demikian, kerja sama 
antarinstansi pemerintah pasti 
akan membuahkan hasil yang 
baik untuk Indonesia.

Pertemuan Kepala Kantor 
Wilayah (Kanwil) Bea Cukai 
Sumatera Bagian Timur, 
Sugeng Apriyanto dengan 
Kapolda Sumatera Selatan 
(Sumsel), Irjen Pol. Drs. 
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Toni Harmanto, M.H di 
Mapolda Sumsel. Kunjungan 
tersebut dilaksanakan dalam 
rangka sinergi penguatan 
pengawasan di wilayah 
Sumatera Selatan, mengingat 
banyaknya kerjasama dan 
program operasi bersama 
yang dilaksanakan DJBC 
melibatkan pihak kepolisian. 
Operasi gabungan tersebut 
sangat efektif dalam 
mencegah berbagai bentuk 
penyelundupan narkotika di 
wilayah Sumatera.

Bea Cukai juga meyakini 
bahwa dengan terjalinnya 
sinergi dan harmoni yang 
baik antar instansi penegak 
hukum di bidang pengawasan, 
dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di 
daerah pengawasan tiap-tiap 
instansi. Dalam melaksanakan 
pengawasan yang terpadu, 

tiap instansi perlu saling 
berbagi informasi dan menjalin 
komunikasi yang efektif, 
baik dari segi keamanan 
maupun hal-hal yang dapat 
dikembangkan dari setiap 
wilayah sehingga program 
peningkatan kesejahteraan 
bagi masyarakat di daerah 
dapat terwujud.

Hal tersebut juga melandasi 
pertemuan Kepala Kanwil 
Bea Cukai Khusus Papua, 
Gatot Sugeng Wibowo dengan 
Komandan Korem 181/Praja 
Vira Tama Sorong, Brigadir 
Jenderal TNI Wawan Erawan, 
S.E., M.M. Pertemuan tersebut 
ditujukan untuk mempererat 
koordinasi kedua instansi 
dalam mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas di wilayah 
Kota Sorong. Kedua pihak 
menyampaikan program 
yang dimiliki dalam rangka 
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meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Papua di berbagai 
sektor.

Sinergi serupa pun dijalin 
Bea Cukai Batam dan Yonif 
10 Marinir Batam di bidang 
pengawasan, khususnya 
dalam penegakan hukum laut. 
Dalam pertemuan di Markas 
Komando Batalyon Infanteri 
10 Marinir “Satria Bhumi 
Yudha” (Mako Yonif 10 Mar/
SBY), membahas pengawasan 
kepabeanan dan cukai di laut 
yang membutuhkan bantuan 
TNI agar semakin optimal.

Bea Cukai menyadari bahwa 
dalam menegakkan hukum laut 
di Indonesia, aparat penegak 
hukum perlu bersinergi dan 
berkolaborasi. Kerja sama 
yang dilakukan oleh Bea Cukai 
Batam dan Yonif 10 Marinir 
Batam akan meningkatkan 
kinerja DJBC dalam 
menjalankan tugas menjaga 
negeri, terutama menjaga 
generasi muda dari bahaya 
narkotika.

Dalam mengawasi lalu 
lintas barang masuk wilayah 
Indonesia, pertukaran 
informasi akan sangat 
memudahkan aparat penegak 
hukum untuk mengawasi 
perbatasan, khususnya 
mencegah peredaran gelap 
narkotika. Oleh karena itu, 
Bea Cukai terus mendukung 
sinergi dan kolaborasi, untuk 
Indonesia yang makin baik. 
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Sampai dengan artikel 
ini ditulis, Program 
Pengungkapan 
Sukarela (PPS) telah 

diikuti oleh 21.544 wajib 
pajak dengan jumlah pajak 
penghasilan (PPh) disetorkan 
ke kas negara sebesar 
Rp2.956,05 miliar (data per 11 
Maret 2022).

PPS sudah berjalan hampir 
dua setengah bulan. PPS 
dimulai sejak tanggal 1 
Januari 2022 sampai dengan 
30 Juni 2022. Ini berarti PPS 
tinggal menyisakan waktu 

tiga setengah bulan saja 
kepada masyarakat untuk 
mengungkapkan harta yang 
belum dilaporkan di waktu-
waktu yang lalu.

Sejatinya PPS adalah 
pemberian kesempatan kepada 
wajib pajak untuk melaporkan 
atau mengungkapkan 
kewajiban perpajakan yang 
belum dipenuhi secara sukarela 
melalui pembayaran PPh 
berdasarkan pengungkapan 
harta.



44

APBN KiTA : Kinerja dan Fakta

Sesuai amanat Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Undang-Undang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (UU 
HPP) yang diundangkan pada 
29 Oktober 2021 oleh Presiden 
Joko Widodo, pemerintah 
mendorong masyarakat atau 
wajib pajak untuk secara 
sukarela mengikuti program 
yang tidak berlangsung lama 
ini.

Untuk itu, Kementerian 
Keuangan melalui Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) 
mengirimkan surat elektronik 
(surel) kepada wajib pajak 
yang berisi imbauan untuk 
mengikuti PPS. Imbauan itu 
terkirim kepada 13.351.715 
alamat surel pada pertengahan 
Januari 2022 lalu.

Tidak cukup sampai di sana, 
DJP kembali mengirimkan 
imbauan secara massal 
melalui surel pada bulan Maret 
2022. Yang membedakan 
dengan surel imbauan 
sebelumnya adalah surel 
imbauan Maret 2022 dilengkapi 
dengan data-data harta 
wajib pajak yang dimiliki dan 
dihimpun oleh DJP.

Dengan surel itu, DJP ingin 
menginformasikan kepada 
wajib pajak tujuan surel bahwa 
ada harta-harta yang dimiliki 
oleh wajib pajak namun 

belum dilaporkan dalam surat 
pemberitahuan (SPT) PPh 
atau belum diikutkan dalam 
program pengampunan pajak 
sebelumnya pada 2016—2017 
lalu.

Yang perlu ditegaskan di sini, 
surel imbauan tersebut tentu 
bukanlah Surat Permintaan 
Penjelasan atas Data dan/
atau Keterangan (SP2DK) yang 
biasa dikirimkan oleh kantor 
pelayanan pajak (KPP) kepada 
wajib pajak. Surat imbauan ini 
berbeda dengan SP2DK.

Data-data yang ada dalam 
surat imbauan tersebut 
semata-mata diterbitkan 
untuk membantu wajib pajak 
dalam pemenuhan kewajiban 
perpajakannya sekaligus 
membantu wajib pajak untuk 
mengungkapkannya secara 
sukarela.

Selain mengirimkan surel 
imbauan, masing-masing 
KPP juga mengirimkan surat 
imbauan berdasarkan data 
kepada wajib pajak yang 
diadministrasikannya. Ini 
dilakukan agar wajib pajak 
terinformasikan secara jelas 
bahwa masih ada kewajiban 
yang belum tertunaikan serta 
dengan penuh kesadaran dan 
kerelaan mengikuti program ini.
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Terhindar dari Sanksi

Kemudian ketika telah menjadi 
peserta PPS, wajib pajak akan 
banyak mendapatkan manfaat 
seperti apabila mengikuti 
PPS Kebijakan I tidak dikenai 
sanksi Pasal 18 ayat (3) UU 
Pengampunan Pajak sebesar 
200 persen dari PPh yang 
kurang dibayar. Apabila 
mengikuti PPS Kebijakan II, 
wajib pajak tidak diterbitkan 
ketetapan untuk kewajiban 
pajak pada 2016 - 2020, 
kecuali ditemukan harta kurang 
diungkap.

Manfaat lainnya bagi wajib 
pajak yang mengikuti PPS 
Kebijakan I atau Kebijakan 
II maka data atau informasi 
yang dilaporkan dalam rangka 
PPS ini tidak dapat dijadikan 
sebagai dasar penyelidikan, 
penyidikan, atau penuntutan 
pidana terhadap wajib pajak. 

Secara umum, wajib pajak yang 
mengikuti PPS mendapatkan 
keringanan tarif yang 
dikenakan atas harta yang 
belum diungkap lebih kecil 
dibandingkan jika wajib pajak 
mengikuti program yang diatur 
dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 36 Tahun 2017 (Pas 
Final).

Dengan berbagai manfaat 
yang diberikan program ini, 

Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati dalam berbagai 
kesempatan sosialisasi UU 
HPP di berbagai daerah 
senantiasa menyarankan 
kepada masyarakat sebagai 
pemilik harta yang belum 
diungkap untuk dapat menjadi 
peserta PPS, seawal mungkin 
mengungkapkan harta, dan 
tidak di detik-detik menjelang 
penutupan program itu.

Gaung PPS

Sejak awal, instansi vertikal 
Kementerian Keuangan seperti 
Kantor Pusat DJP, kantor 
wilayah DJP, KPP, dan Kantor 
Pelayanan, Penyuluhan, dan 
Konsultasi Pajak, dan unit 
pelaksana teknis DJP dari 
Sabang sampai Merauke 
bekerja keras menggaungkan 
PPS ini kepada khalayak ramai 
melalui berbagai saluran 
komunikasi yang ada.

Sosialisasi di wilayah kerja 
masing-masing digencarkan. 
Fungsional penyuluh pajak 
diturunkan. Layanan helpdesk 
dan kelas-kelas pajak dibuka 
di setiap kantor pajak dengan 
jadwal yang bisa diakses di 
akun media sosial masing-
masing kantor instansi vertikal.

Atau untuk mengikuti kelas 
pajak yang disediakan oleh 
Kantor Pusat DJP, maka 
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masyarakat bisa mendaftarkan 
diri secara daring di alamat 
https://pajak.go.id/pps. Laman 
landas tersebut memang 
khusus disediakan oleh DJP 
untuk memberikan informasi 
lengkap soal PPS dari A 
sampai Z.

Ini penting sekali karena PPS 
berbeda dengan program 
pengampunan pajak yang 
layanannya diberikan secara 
manual dan harus tatap muka. 
Mengikuti PPS murni dilakukan 
secara daring, sehingga 
penyediaan informasi secara 
lengkap mutlak tersedia di 
laman landas tersebut.

Jadi halaman situs web itu 
menjadi saluran informasi 
pertama dan utama yang 
diketahui oleh masyarakat 
untuk mengetahui informasi 
dasar tentang PPS. Untuk 

membantu masyarakat menuju 
halaman tersebut di halaman 
utama situs web pajak.go.id 
tersedia banner besar yang 
terhubung ke laman landas 
https://pajak.go.id/pps. 
Informasi tutorial PPS dalam 
video telah tersedia di sana. 
Statistik PPS yang dibarui 
setiap hari pada pukul 08.00 
WIB juga dapat diketahui. Buku 
elektronik berjudul Cara Mudah 
Ikut PPS 2022 tersaji untuk 
diunduh dengan mudah.

Yang menarik lagi adalah di 
laman landas tersebut tersedia 
tautan PPS untuk Investasi 
SBN. Tautan itu menuju laman 
landas khusus https://djppr.
kemenkeu.go.id. Dari sana 
masyarakat mendapatkan 
informasi cara investasi dalam 
bentuk Surat Berharga Negara 
(SBN).  Patut diketahui tarif 
PPS paling kecil dikenakan 

Kontributor: Arief Kuswanadji
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kepada peserta PPS jika 
menginvestasikan aset yang 
diungkapkan salah satunya 
dalam SBN.

Masih bingung dengan 
informasi yang ada di sana 
dan berkeinginan untuk 
mendapatkan penjelasan 
secara langsung dari petugas 
pajak, maka Kementerian 
Keuangan telah menyediakan 
saluran informasi khusus 
PPS di telepon 1500-008 dan 
saluran Whatsapp 081156-
15008. Saluran informasi lain 
yang sudah lama disediakan 
dapat dimanfaatkan seperti 
livechat di pajak.go.id, 
Twitter @Kring_Pajak, surel 
informasi@pajak.go.id, dan 
surel pengaduan@pajak.go.id.

Masyarakat juga dapat 
membarui informasi tentang 
PPS melalui media sosial 
DJP di Instagram, Facebook, 
Twitter, YouTube, LinkedIn, 
dan Tik Tok. Di akun media 
sosial tersebut, DJP kerap 
menyediakan informasi 
PPS yang dikemas secara 
apik, kekinian, dan tidak 
membosankan.
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S ejak 28 Februari 
2022 pukul 16.00 
WIB, Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) 

Kementerian Keuangan 
secara resmi menutup saluran 
pelaporan SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan (PPh) melalui 
aplikasi e-SPT untuk jenis 
formulir 1770 S dan 1770 (bagi 
wajib pajak orang pribadi) dan 
formulir 1771 (bagi wajib pajak 
badan). Adapun untuk jenis 
formulir 1771 dalam mata 
uang asing (formulir 1771 $) 
dan lampiran khusus Wajib 

Pajak Migas akan ditutup pada 
30 Maret 2022 pukul 15.00 
WIB.

Namun, wajib pajak tidak perlu 
khawatir sebab DJP telah 
meluncurkan aplikasi e-Form 
PDF setahun yang lalu. Ada 
beberapa perbedaan signifikan 
antara aplikasi e-SPT dan 
e-Form PDF. Aplikasi e-SPT 
adalah aplikasi yang digunakan 
wajib pajak untuk melaporkan 
SPT secara elektronik 
menggunakan file dalam 
format.csv (comma separated 
value) yang diunggah wajib 

Lapor Pajak Hemat 
Kuota dengan e-Form 
PDF
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pajak melalui akunnya di 
situs pajak.

Aplikasi ini telah digunakan 
sejak tahun 2008 untuk 
jenis e-SPT PPh Badan 
dan 2009 untuk e-SPT PPh 
orang pribadi. Di awal-awal 
penggunaannya, wajib 
pajak melaporkan file CSV 
yang telah disimpan di 
dalam cakram padat (CD) 
atau diska lepas (flashdisk) 
ke kantor pajak. Hal ini 
terkadang menimbulkan 
potensi kerusakan data 
yang disampaikan. Tak 
jarang data CSV tersebut 
tidak terbaca oleh sistem 
di kantor pajak dan wajib 
pajak terpaksa harus 
membuat ulang data 
tersebut.

Selain itu, terdapat 
kesulitan dalam 
pengembangan aplikasi 
e-SPT karena teknologi 
yang digunakan sudah 
jauh tertinggal dengan 
teknologi saat ini. Padahal, 
banyak regulasi baru yang 
memerlukan penyesuaian 
dalam menu atau fitur 
aplikasinya. Kekurangan 
lain aplikasi e-SPT adalah 
kurang efisien dalam 
proses pengolahan data 
dan kurangnya kualitas 
data yang dihasilkan. 

Untuk itu, diharapkan dengan 
penggunaan aplikasi e-Form, 
kekurangan-kekurangan ini 
dapat diatasi.

Lebih Mudah dan Hemat Kuota

Sejak tahun 2016, DJP 
meluncurkan aplikasi e-Form 
yang memudahkan wajib 
pajak untuk mengisi formulir 
dalam format.xfdl (extensible 
forms description language). 
Agar formulir ini dapat terbaca 
dan diisi, wajib pajak harus 
memasang aplikasi viewer-nya 
terlebih dahulu. Keunggulan 
yang ditawarkan oleh aplikasi 
e-Form ini adalah wajib pajak 
tidak perlu khawatir lagi data 
csv-nya tidak terbaca oleh 
viewer di kantor pajak atau 
terjadi gagal unggah ke dalam 
sistem DJP.

Selain kelebihan tersebut, 
wajib pajak juga dapat 
mengisi formulir secara 
luring tanpa menggunakan 
jaringan internet. Hal ini akan 
membantu wajib pajak dalam 
menghemat kuota internet. 
Wajib pajak juga tidak perlu 
khawatir apabila terjadi putus 
jaringan selama mengisi 
formulir tersebut. Karena sifat 
pengisiannya yang luring, 
wajib pajak dapat mengisi 
formulir dalam beberapa waktu 
pengisian dan menyimpannya 
tanpa takut kehilangan 
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data. Penggunaan internet 
dibutuhkan ketika masuk 
ke dalam akun, mengunduh 
formulir dan aplikasi viewer, 
serta mengunggah formulir ke 
dalam sistem.

Setelah melakukan evaluasi, 
DJP mengembangkan 
aplikasi e-Form tersebut 
menjadi e-Form PDF. Aplikasi 
ini memberikan solusi dari 
beberapa kendala yang 
muncul selama pemakaian 
e-Form lama. Keunggulan 
utama adalah aplikasi e-Form 
PDF dapat berjalan di semua 
sistem operasi dan tidak 
terbatas pada sistem Microsoft 
Windows saja. Format PDF 
dapat berjalan di semua sistem 
operasi sehingga akan semakin 
memudahkan wajib pajak.

Aplikasi ini juga menyediakan 
menu impor data csv yang 
memudahkan wajib pajak 
mengimpor data yang 
berjumlah banyak. Selain 
menu impor data, terdapat 
juga fitur data prepopulated. 
Sistem akan menyediakan data 
yang berasal dari basis data 
DJP. Data tersebut berasal 
dari data yang diinput oleh 
pemungut/pemotong pajak 
yang melaporkan kegiatannya 
kepada DJP. Data-data 
tersebut meliputi data bukti 
pemungutan/pemotongan PPh 

Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh 
Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), 
dan sebagainya.

Perlu diingat bahwa dalam hal 
masih terdapat penghasilan 
yang bukti pemungutan/
pemotongannya belum 
otomatis masuk ke dalam 
sistem, wajib pajak harus 
tetap melaporkan penghasilan 
tersebut kepada DJP. 
Ada beberapa penyebab 
kenapa bukti pemungutan/
pemotongan tersebut belum 
masuk sistem DJP. Pertama, 
terdapat jeda waktu proses 
penginputan data oleh 
pemungut/pemotong pajak 
dengan waktu pengunduhan 
formulir PDF. Kedua, 
pemungut/pemotong pajak 
melaporkan pemungutan/
pemotongan pajaknya secara 
manual sehingga memerlukan 
waktu untuk direkam ke dalam 
sistem elektronik. Ketiga, 
pemungut/pemotong pajak 
belum membayar dan/atau 
melaporkan pemungutan/
pemotongan pajaknya ke DJP. 
Untuk itu, apabila terdapat 
data prepopulated yang belum 
tersedia, wajib pajak dapat 
mengkonfirmasi terlebih dulu 
kepada pemungut/pemotong 
pajak.
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Apabila status SPT adalah 
kurang bayar dan wajib pajak 
telah melakukan pembayaran, 
tersedia menu validasi 
NTPN dan nomor Bukti 
Pemindahbukuan (Pbk) untuk 
menghindari kesalahan ketik 
kode NTPN atau nomor Bukti 
Pbk.

Ketika hendak mengunggah 
formulir, terdapat opsi 
pengiriman token atau 
kode verifikasi yang dapat 
dikirimkan melalui email atau 
SMS OTP (one time password). 
Apabila wajib pajak memilih 
menggunakan SMS OTP, 
maka harus dipastikan nomor 
tersebut masih aktif dan terisi 
cukup pulsa.

e-Form PDF atau e-Filing?

Apabila dilihat dari segi 
kepraktisan, aplikasi e-Filing 
memang lebih mudah 
diakses menggunakan 

telepon genggam. Aplikasi ini 
memang lebih pas digunakan 
untuk karyawan yang bekerja 
pada satu pemberi kerja 
dan menggunakan jenis 
formulir 1770 SS atau 1770 
S. Sedangkan aplikasi e-Form 
PDF lebih memudahkan wajib 
pajak orang pribadi dengan 
jenis formulir 1770, terutama 
yang menggunakan skema PPh 
Final UMKM.

Jadi, tunggu apalagi? Segera 
lapor SPT Tahunan PPh melalui 
akun DJP yang dapat diakses 
di situs pajak. Apabila lupa 
nomor EFIN (Electronic Filing 
Identification Number), wajib 
pajak dapat menghubungi 
Kring Pajak di saluran telepon 
1500-200, melalui fitur Live 
Chat di www.pajak.go.id, atau 
mention Twitter @kring_pajak.



P engelolaan keuangan 
negara di Indonesia 
saat ini masih 
dijalankan dengan 

konsep anggaran defisit. Hal 
ini dilakukan sebagai upaya 
countercyclical agar kebutuhan 
negara yang penting dan 
mendesak dapat terpenuhi, 
tentunya untuk memberikan 
manfaat yang besar bagi 
masyarakat. Keterbatasan 
kapasitas fiskal, terutama 
di masa pandemi tak luput 
menjadi perhatian Pemerintah. 
Untuk mendukung kerja keras 

Program Pengungkapan 
Sukarela Wajib Pajak: 
Tambah Pendapatan, 
Dukung Pembiayaan

APBN dalam menjalankan 
perannya untuk masyarakat, 
upaya reformasi terus 
dilakukan, termasuk di bidang 
perpajakan yang merupakan 
tulang punggung pendapatan 
negara. Reformasi perpajakan, 
salah satunya ditandai dengan 
lahirnya Undang-Undang 
Harmonisassi Perpajakan (UU 
HPP) yang bertujuan untuk 
mendorong terciptanya sistem 
perpajakan lebih sehat, adil dan 
berkelanjutan. Di dalamnya, 
diatur mengenai Program 
Pengungkapan Sukarela (PPS) 
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yang berlaku dari 1 Januari 
2022 hingga 30 Juni 2022. 

PPS merupakan pemberian 
kesempatan kepada Wajib 
Pajak untuk melaporkan/
mengungkapkan kewajiban 
perpajakan yang belum 
dipenuhi secara sukarela 
melalui pembayaran PPh 
berdasarkan pengungkapan 
harta. Dengan mengikuti 
PPS, Wajib Pajak berhak 
mendapatkan keringanan 
tarif yang dikenakan atas 
harta yang belum diungkap. 
Tarif yang dikenakan adalah 
6-11 persen untuk Kebijakan 
I (Wajib Pajak Peserta Tax 
Amnesty) dan 12-18 persen 
untuk Kebijakan II (Wajib Pajak 
Orang Pribadi), lebih kecil dari 
pada yang diatur dalam PP 
36 Tahun 2017, serta dapat 
terhindar dari sanksi 200 
persen sebagaimana diatur 
dalam UU Tax Amnesty. Selain 
itu, peserta PPS berpotensi 
mendapatkan tarif terendah, 
yaitu 6 persen untuk Kebijakan 
I dan 12 persen untuk 
kebijakan II jika Wajib Pajak 
menginvestasikan aset yang 
diungkapkannya, baik dari luar 
maupun dalam negeri. 

Berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) nomor 196/
PMK.03/2021 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Program 

Pengungkapan Sukarela Wajib 
Pajak, aset yang diungkapkan 
oleh Wajib Pajak dapat 
diinvestasikan pada Surat 
Berharga Negara, atau kegiatan 
usaha sektor pengolahan 
SDA atau energi terbarukan. 
Ketentuan penempatan dana 
untuk investasi antara lain:

a. Investasi harta bersih dapat 
dilakukan bertahap, namun 
paling lambat tanggal 30 
September 2023, investasi 
sudah dilakukan secara penuh.

b. Dilakukan dalam jangka 
waktu paling singkat 5 tahun 
sejak investasi ditempatkan.

c. Dapat dipindah ke dalam 
bentuk lain setelah 2 tahun.

d. Dimungkinkan perpindahan 
antarinvestasi maksimal 
2 kali dengan hanya 1 kali 
perpindahan dalam 1 tahun.

Mekanisme investasi harta 
peserta PPS ke dalam SBN 
dilakukan dengan cara 
pembelian SBN seri khusus 
di pasar perdana dengan 
transaksi private placement. 
Transaksi tersebut dilakukan 
berdasarkan harga pasar/
market yield  dan dilakukan 
melalui Dealer Utama secara 
periodik. Instrumen SBN 
yang menjadi alat investasi 
adalah SBN seri khusus yang 
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dapat diperdagangkan, baik 
konvensional (SUN) maupun 
syariah (SBSN) dengan kupon 
tetap. SBN akan diterbitkan 
dengan denominasi rupiah 
dan berjangka waktu 6 dan 
20 tahun. Sementara itu, 
SBN berupa SUN dengan 
denominasi USD diterbitkan 
hanya untuk pengungkapan 
harta dalam valas (bukan 
konversi dari aset rupiah) dan 
memiliki jangka waktu 10 
tahun.

Pada tanggal 25 Februari 2022, 
Pemerintah telah melakukan 
transaksi private placement 
pertama dalam rangka PPS 
dengan rincian sebagai berikut:

a. SUN-rupiah seri FR0094 
tenor 6 tahun (jatuh tempo 15 
Januari 2028) dengan yield 5,6 
persen, kupon 5,6 persen

b. SUN-USD seri FR000 tenor 
10 tahun (jatuh tempo 15 
Januari 2032) dengan yield 
3,00 persen, kupon 3,00 
persen.

Berdasarkan setelmen tanggal 
4 Maret 2022, penerbitan 
SBN dalam rangka PPS 
cukup menggembirakan dan 
mendapat respon positif. Hasil 
transaksi tersebut adalah 
Rp46,35 triliun dari SUN rupiah 
seri FR0094 dan USD650 ribu 
dari SUN USD seri FR0003. 

Hasil  penerbitan ini akan 
digunakan sebagai  general 
financing dalam pembiayaan 
APBN, termasuk dalam rangka 
penanganan pandemi dan  
pemulihan ekonomi nasional. 
Melalui adanya PPS, dapat 
dikatakan bahwa sekali 
dayung dua tiga pulau telah 
terlampaui. Potensi pajak 
diharapkan dapat meningkat, 
di lain sisi dapat memindahkan 
arus  modal dari luar negeri 
ke dalam negeri, serta dapat 
mendorong pembiayaan yang 
efektif pula. Dari sisi SBN, 
hal ini juga berfungsi sebagai 
bentuk perluasan basis 
investor domestik.
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Penerimaan
Pajak

M emasuki bulan 
kedua di tahun 
2022, penerimaan 
pajak kembali 

mencatatkan pertumbuhan 
yang fantastis. Realisasi 
penerimaan pajak sampai 
dengan akhir Februari 2022 
mencapai Rp199,44 triliun 
atau tumbuh 36,47 persen 
(yoy). Pencapaian yang 
gemilang tersebut setara 
dengan 15,77 persen dari 
target APBN 2022. Normalisasi 
penerimaan pajak pada periode 
ini diharapkan bisa mengikuti 
jejak pertumbuhan positif pada 
tahun 2021, sehingga dapat 
mendorong penerimaan pajak 
menembus target APBN 2022.

Baiknya capaian penerimaan 
sampai dengan akhir Februari 
2022, merupakan buah dari 
beberapa faktor utama. 
Faktor utama penopang 
penerimaan pajak pada periode 
tersebut di antaranya adalah 
terjadinya pemulihan ekonomi, 
tumbuhnya sektor industri 
ditandai dengan Purchasing 
Manager Index (PMI) yang 
berada pada zona ekspansif, 
harga komoditas yang tinggi, 
dan kegiatan ekspor dan 
impor Indonesia yang masih 
masif. Akibatnya, penerimaan 
kelompok pajak utama berhasil 
terkumpul dengan capaian 
yang tinggi. Di sisi lain, 
meskipun capaian penerimaan 



Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022

[1] Berita Resmi Statistik No. 14/02/Th. XXV, 7 Februari 2022
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pajak sudah memuaskan, 
pertumbuhan penerimaan 
pajak sampai dengan periode 
Februari 2022 tidak lebih 
tinggi daripada pertumbuhan 
penerimaan pajak pada periode 
bulan sebelumnya.

Sampai dengan akhir 
Februari 2022, seluruh 
kelompok pajak berhasil 
mencatatkan pertumbuhan 
realisasi penerimaan yang 
impresif, kecuali kelompok 
Pajak Lainnya yang realisasi 
penerimaannya masih 
tertekan sejak awal tahun 
2022. Penerimaan PPh Migas 
kembali tumbuh luar biasa 
melanjutkan pencapaian 
yang sangat tinggi sejak awal 
tahun 2022. Pertumbuhan 
realisasi penerimaan kelompok 
PPh Migas pada periode 
sampai dengan Februari 2022 
mencapai 162,74 persen (yoy). 
Selanjutnya, senada dengan 
PPh Migas, penerimaan 
PPh NonMigas mampu 
mencatatkan pertumbuhan 
hingga 47,48 persen (yoy), 
sedangkan kinerja penerimaan 
Pajak atas konsumsi (PPN 
dan PPnBM) mengalami 
peningkatan 25,50 persen 
(yoy).

Kinerja Jenis Pajak Utama

Kinerja seluruh jenis pajak 
utama secara kumulatif 
sampai dengan Februari 2022 
tercatat menggembirakan. 
PPh Badan merupakan 
jenis pajak dengan capaian 
pertumbuhan tertinggi 
dengan laju pertumbuhan 
mencapai 155,13 persen (yoy). 
Selanjutnya, pertumbuhan 
yang tinggi juga dialami oleh 
PPh Pasal 22 Impor. Pada 
periode yang sama, kinerja 
PPh Pasal 22 Impor tumbuh 
tinggi 75,85 persen (yoy). 
Pertumbuhan penerimaan 
yang tinggi pada PPh Pasal 22 
Impor utamanya disebabkan 
oleh low-based effect dari 
perpanjangan insentif pajak 
yang berlaku pada Februari 
tahun lalu. Senada dengan PPh 
Pasal 22 Impor, jenis pajak 
PPN Impor dan PPnBM Impor 
juga mengalami pertumbuhan 
yang terbilang tinggi mencapai 
41,42 persen (yoy) dan 44,59 
persen (yoy) secara berturut-
turut. Beriringan dengan kinerja 
Pajak Dalam Rangka Impor, 
kinerja PPN DN (Dalam Negeri) 
sebagai pajak atas konsumsi 
juga mampu tumbuh positif 
13,10 persen (yoy).
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Secara bulanan, Pada bulan 
Februari 2022 jenis pajak PPN 
DN mengalami perlambatan 
akibat pergeseran pencatatan 
penerimaan. Pergeseran 
pencatatan penerimaan 
tersebut terjadi karena 
terdapat setoran di hari libur 
yang belum masuk ke dalam 
perhitungan penerimaan 
periode ini. Namun demikian, 
apabila dampak pergeseran 
pencatatan penerimaan 
dikeluarkan dari perhitungan, 
PPN DN masih mampu tumbuh 
10,07 persen (mtm). Di sisi 
lain, jenis pajak dalam rangka 
impor mengalami kinerja 
bulanan yang memuaskan. 
Hal tersebut ditunjukkan oleh 
kinerja bulanan penerimaan 
PPh Pasal 22 Impor yang 
terealisasi 129,31 persen 
(mtm), pertumbuhan 
penerimaan PPN Impor yang 
mencapai 34,41 persen (mtm), 
dan  pertumbuhan penerimaan 
PPnBM Impor yang mencapai 
15,64 persen (mtm). Sejalan 
dengan kinerja jenis pajak 
impor, penerimaan PPh Badan 
mampu mempertahankan 
pertumbuhan yang 
menggembirakan sejak bulan 
lalu. Pada bulan Februari 2022, 
penerimaan PPh Badan bahkan 
mampu tumbuh 87,68 persen 
(mtm). Terakhir, penerimaan 
jenis pajak PPh Pasal 26 
dan PPh Final mengalami 

perlambatan sebagai dampak 
dari berkurangnya penerimaan 
dari pembayaran atas 
ketetapan pajak yang tidak 
berulang kembali di bulan 
Februari 2022.

Kinerja Seluruh Sektor Utama 
Secara Kumulatif Tumbuh 
Positif

Kinerja penerimaan pajak 
seluruh sektor kembali 
mencatatkan pertumbuhan 
yang impresif. Sektor 
Industri Pengolahan yang 
merupakan sektor dengan 
kontribusi terbesar mampu 
tumbuh 37,25 persen (yoy). 
Senada dengan Sektor 
Industri Pengolahan, Sektor 
Perdagangan juga mengalami 
capaian pertumbuhan yang 
memuaskan hingga 50,10 
persen (yoy). Sementara 
itu, sektor lainnya yang juga 
mengalami kinerja yang apik 
adalah Sektor Pertambangan 
yang mampu tumbuh luar 
biasa mencapai 195,35 persen 
(yoy), dan Sektor Informasi 
dan Komunikasi yang tumbuh 
tinggi mencapai 62,84 
persen (yoy). Baiknya kinerja 
penerimaan pada Sektor 
Informasi dan Komunikasi 
tidak lepas dari momentum 
kebutuhan masyarakat akan 
jasa telekomunikasi di masa 
pandemi, sedangkan tingginya 
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kinerja Sektor Pertambangan 
merupakan dampak dari 
berlanjutnya tren kenaikan 
harga komoditas sehingga 
meningkatkan basis pajak 
pada sektor tersebut.

Berdasarkan penerimaan 
bulanan, penerimaan pada 
mayoritas sektor utama 
mengalami perlambatan 
pertumbuhan jika dibandingkan 
dengan pertumbuhan Januari 
2022. Namun demikian, secara 
umum mayoritas sektor 
utama masih menunjukkan 
kinerja penerimaan yang 
impresif. Sektor Industri 
Pengolahan mampu tumbuh 
23,06 persen (mtm) tetapi 
mengalami perlambatan 
dibandingkan bulan 
sebelumnya karena terdapat 
penurunan pembayaran PPN 
DN dari SubSektor Industri 
Tembakau. Selanjutnya, 
Sektor Perdagangan juga 
mengalami perlambatan 
pertumbuhan namun dengan 
besaran yang sangat kecil 
dibandingkan dengan 
pertumbuhan pada Januari 
2022. Beriringan dengan 
Sektor Industri Pengolahan 
dan Sektor Perdagangan, 
Sektor Pertambangan juga 
mengalami perlambatan 
pertumbuhan dengan tumbuh 
sebesar 150,38 persen (mtm) 
meskipun laju pertumbuhan 
tersebut masih terbilang 
impresif karena melebihi angka 
seratus persen. Perlambatan 
pada Sektor Pertambangan 

merupakan akibat dari 
pembayaran pajak PPh Badan 
pada bulan Januari 2022 yang 
tidak berulang kembali pada 
periode ini.

Realisasi Program 
Pengungkapan Sukarela (PPS) 
capai Rp2,60 triliun

Pada saat publikasi ini ditulis, 
capaian penerimaan dari 
Program Pengungkapan 
Sukarela (PPS) telah mencapai 
Rp2,60 triliun. Realisasi 
penerimaan tersebut berasal 
dari 20.069 Wajib Pajak yang 
telah mengikuti PPS  dengan 
menyampaikan 22.539 Surat 
Keterangan melalui aplikasi 
PPS. Penerimaan setoran 
PPS yang terhimpun tersebut 
merupakan setoran atas 
pengungkapan Nilai Harta 
Bersih yang dideklarasikan 
oleh Wajib Pajak dengan nilai 
harta mencapai Rp24,98 triliun. 
Sebagian besar dari harta 
yang diungkapkan tersebut 
merupakan Harta Bersih di 
dalam negeri dan Harta Bersih 
yang direpatriasi dengan 
jumlah gabungan mencapai 
Rp21,90 triliun. Selain itu, 
pengungkapan harta juga 
dilakukan atas Harta Bersih 
dalam bentuk Investasi yang 
mencapai Rp1,52 triliun dan 
pengungkapan Harta Bersih 
di Luar Negeri yang mencapai 
Rp1,55 triliun.
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Kepabeanan 
dan Cukai

N eraca Perdagangan 
(NP) Indonesia pada 
bulan Februari 2022 
tercatat surplus 

USD3,83 miliar atau menguat 
dibandingkan bulan maupun 
tahun sebelumnya. Kinerja 
ini sekaligus melanjutkan 
rentetan surplus 22 bulan 
berturut-turut sejak bulan 
Mei 2020. Surplus NP 
didorong kinerja positif neraca 
nonmigas yang mengalami 
pertumbuhan cukup signifikan, 
namun demikian neraca 
migas mengalami tekanan 
yang semakin dalam. 
Adapun aktivitas ekspor dan 
impor bulan Februari 2022 
mengalami pertumbuhan 
dibanding tahun lalu.

Surplus NP dikontribusi oleh 
neraca non-migas, efek masih 
menguatnya harga komoditas 
(terutama komoditas energi), 

dan permintaan ekspor dari 
sektor manufaktur. Kinerja 
neraca non-migas didorong 
oleh ekspor komoditas SDA 
berupa produk kelapa sawit, 
batubara, dan bijih tembaga. 
Sedangkan dari sektor 
manufaktur berupa besi baja 
dasar dan pakaian jadi.

Kinerja ekspor bulan Februari 
2022 jika dibandingkan dengan 
ekspor pada bulan Februari 
2021, meningkat signifikan 
sebesar 34,14 persen (yoy). 
Pertumbuhan ini terutama 
berasal dari peningkatan 
ekspor batubara dan minyak 
goreng kelapa sawit, yang 
masing-masing tumbuh 
sebesar 75,29 persen dan 
51,63 persen (yoy). Begitu pula 
apabila dibandingkan dengan 
bulan Januari 2022, ekspor 
meningkat 6,73 persen (mtm), 
disebabkan naiknya volume 



(dalam Triliun Rupiah)
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ekspor terutama dari sektor 
non-migas.

Secara keseluruhan ekspor 
non-migas bulan Februari 2022 
tumbuh 35,24 persen (yoy). 
Tren pertumbuhan ekspor 
yang masih positif ini terutama 
berasal dari sektor pengolahan 
dan pertambangan. Begitu 
juga dengan sektor migas 
yang mengalami peningkatan 
sebesar 15,60 persen (yoy). 
Pertumbuhan ekspor migas 
didorong meningkatnya 
ekspor gas alam & buatan 
ke Singapura dan Jepang 
serta ekspor minyak bakar ke 
Singapura dan Tiongkok.

Pada bulan Februari ini kinerja 
positif  juga terjadi pada impor, 
yang tercatat tumbuh sebesar 
25,43 persen (yoy) namun 
melambat -8,64 persen (mtm). 
Kinerja tersebut didorong oleh 
tumbuhnya impor bahan baku, 
barang modal, maupun barang 
konsumsi, hingga sektor 
migas maupun non-migas. 
Kinerja impor migas tumbuh 
122,52 persen (yoy) terutama 
dari impor BBM dan gas alam 
maupun buatan. Hal ini sejalan 
dengan meningkatnya harga 
dan permintaan konsumsi 
masyarakat maupun industri.

Dari sisi non-migas, impor 
tumbuh 14,84 persen (yoy) 
didorong pertumbuhan 

komoditas berupa besi baja 
dasar, mesin penambangan 
konstruksi, dan suku cadang 
kendaraan bermotor. Hal ini 
juga menunjukan membaiknya 
kondisi ekonomi terutama 
industri nasional yang 
mendorong impor bahan baku 
pendukung kegiatan industri.

REALISASI PENERIMAAN 
KEPABEANAN DAN CUKAI

Peningkatan kinerja ekspor 
dan impor, turut memengaruhi 
realisasi penerimaan 
kepabeanan dan cukai 
terutama pada Bea Masuk 
(BM) dan Bea Keluar (BK). 
Hingga tanggal 28 Februari 
2022, realisasi penerimaan 
kepabeanan dan cukai 
mencapai Rp56,74 triliun 
atau 23,16 persen dari target 
APBN tahun 2022. Apabila 
dibandingkan dengan tahun 
lalu pada periode yang sama, 
penerimaan ini tumbuh 59,31 
persen (yoy). Capaian tersebut 
didorong oleh kinerja seluruh 
komponen penerimaan yang 
mengalami pertumbuhan, 
seperti penerimaan Cukai 
sebagai kontributor utama, 
BM yang masih tumbuh, serta 
pesatnya pertumbuhan BK.

Realisasi atas penerimaan 
Pajak Dalam Rangka 
Impor (PDRI) lainnya, yang 
pemungutannya dilakukan 
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bersamaan dengan 
penerimaan BM, hingga 28 
Februari 2022 mencapai 
Rp45,29 triliun atau tumbuh 
48,51 persen (yoy). Alhasil, 
total penerimaan negara 
yang telah dikumpulkan dari 
kepabeanan dan cukai serta 
PDRI hingga 28 Februari 2022 
mencapai Rp102,03 triliun atau 
tumbuh sebesar 54,33 persen 
(yoy).

Realisasi penerimaan BM 
hingga bulan Februari 2022 
sebesar Rp6,82 triliun atau 
19,39 persen dari target APBN 
Tahun 2022. Kinerja BM 
mengalami pertumbuhan 37,10 
persen bila dibandingkan tahun 
lalu, didorong kinerja impor 
nasional yang masih membaik. 
Kinerja positif penerimaan BM 
ini meneruskan pertumbuhan 
positif yang sudah terjadi sejak 
bulan Mei 2021.

Penerimaan Cukai per 28 
Februari 2022 mencapai 
Rp43,35 triliun atau 21,26 
persen dari targetnya, sehingga 
apabila dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya Cukai 
tumbuh 53,34 persen (yoy). 
Pertumbuhan penerimaan 
Cukai didorong efektivitas 
kebijakan penyesuaian 
tarif yang inline dengan 
membaiknya perekonomian 
nasional (daya beli meningkat), 

relaksasi daerah tujuan wisata, 
dan penguatan pengawasan 
BKC ilegal. Penerimaan 
Cukai yang terdiri atas Hasil 
Tembakau (HT), Minuman 
Mengandung Etil Alkohol 
(MMEA), dan Etil Alkohol 
(EA), merupakan kontributor 
terbesar penerimaan 
Kepabeanan dan Cukai.

Kinerja penerimaan Cukai 
HT hingga akhir Februari 
2022 tumbuh 54,08 persen 
(yoy), mencapai Rp42,28 
triliun atau 21,85 persen dari 
targetnya. Perlu diperhatikan 
bahwa tingginya kinerja 
Cukai HT masih dipengaruhi 
oleh limpahan penerimaan 
dari tahun 2021 yang 
lebih besar dibandingkan 
limpahan pada tahun lalu atau 
sebagai efek PMK Nomor 
57/PMK.04/2017 tentang 
Penundaan Pembayaran Cukai 
Untuk Pengusaha Pabrik atau 
Importir Barang Kena Cukai 
yang Melaksanakan Pelunasan 
dengan Cara Pelekatan Pita 
Cukai.

Pada dasarnya, besarnya 
limpahan tahun 2021 ke 
Januari 2022 disebabkan oleh 
limpahan pelunasan pita cukai 
pemesanan bulan November 
2021, yang satu bulan 
penuh. Sedangkan limpahan 
pelunasan tahun 2020 ke 
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Januari 2021, hanya berasal 
dari pemesanan pita cukai 
minggu tiga dan empat bulan 
November 2020.

Realisasi penerimaan Cukai 
MMEA per 28 Februari 
2022 masih tumbuh double 
digit, seperti bulan-bulan 
sebelumnya yaitu 30,93 persen 
(yoy) atau mencapai Rp1,03 
triliun. Kinerja ini juga masih 
dipengaruhi oleh efek PMK 
Nomor 64/PMK.04/2021 
tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 58/PMK.04/2017 
Tentang Pembayaran Cukai 
Secara Berkala Untuk 
Pengusaha Pabrik Yang 
Melaksanakan Pelunasan 
Dengan Cara Pembayaran. 
Implementasi PMK ini 
memperbolehkan pergeseran 
pelunasan berkala dari bulan 
Desember 2021 ke Januari 
2022.

Dari sisi penerimaan Cukai 
atas EA hingga akhir Februari  
2022  masih mengalami 
pertumbuhan 32,74 persen 
(yoy), atau sebesar Rp21,93 
miliar. Kinerja ini membawa 
penerimaan Cukai EA kembali 
ke pola normal. Pada pada 
tahun 2017-2019, sebelum 
terjadi pandemi, rata-rata 
penerimaan EA sebesar 
Rp11,41 miliar per bulan.

Kinerja penerimaan BK sampai 
dengan 28 Februari 2022 
tumbuh signifikan 176,80 
persen (yoy), didorong kinerja 
penerimaan komoditas 
tembaga dan produk kelapa 
sawit. Penerimaan BK 
mencapai Rp6,57  triliun atau 
111,08 persen dari target 
APBN Tahun 2022. Tingginya 
kinerja ini didorong tingginya 
harga komoditas dan volume 
ekspor tembaga yang 
meningkat. Tingginya harga 
tembaga disebabkan ketatnya 
pasokan dampak tutupnya 
bursa Tiongkok (dampak 
Imlek), merosotnya produksi 
tambang dunia di Las Bambas 
Peru, serta kekhawatiran 
terganggunya pasokan/
permintaan imbas krisis Rusia-
Ukraina. Selain itu, harga CPO 
masih tinggi akibat ketatnya 
persediaan global sebagai 
dampak turunnya produksi dari 
Malaysia.
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Penerimaan Negara 
Bukan Pajak

G elombang ketiga 
Covid-19 (varian 
Omicron) di Indonesia 
yang dimulai sejak 

akhir bulan Januari 2022 
saat ini semakin terkendali. 
Kasus harian global mulai 
pertengahan bulan Maret 
2022 juga terus menunjukkan 
tren penurunan. Aktivitas 
masyarakat telah diperlonggar 
dengan tetap mematuhi 
protokol kesehatan. Geliat 
ekonomi nasional yang sempat 
diperketat sejak bulan Februari 
2022 semakin menunjukkan 
ke arah perbaikan. Dukungan 
semua pihak dalam mengatasi 
gelombang kedua Covid-19 
membuat efek negatif yang 
muncul dapat diminimalisasi. 
Dari sisi fiskal, kinerja 
pendapatan negara pada 
bulan Februari 2022 terus 
menunjukkan pertumbuhan 
yang positif. Semua komponen 

pendapatan negara (Pajak, Bea 
dan Cukai, serta PNBP) tumbuh 
lebih tinggi dibandingkan 
dengan periode yang sama 
tahun 2021.

Realisasi PNBP sampai dengan 
28 Februari 2022 sebesar 
Rp46,19 triliun atau mencapai 
13,77 persen dari target 
yang ditetapkan dalam APBN 
2022. Capaian ini tumbuh 
22,55 persen lebih tinggi 
dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun 2021 yang 
mengalami kontraksi 2,82 
persen. Pertumbuhan bulan 
Februari 2022 ini juga lebih 
tinggi dibandingkan dengan 
pertumbuhan PNBP pada 
bulan Januari 2022 (tumbuh 
11,44 persen). Kontribusi dari 
Pendapatan Sumber Daya 
Alam (SDA) dan Pendapatan 
Badan Layanan Umum (BLU) 
yang tumbuh signifikan sampai 
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Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Perkembangan Pendapatan BLU Per 28 Februari 2022
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dengan bulan Februari 2022 
mendorong pertumbuhan 
PNBP jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun 2021 
(terkontraksi 2,82 persen).

Realisasi Pendapatan SDA 
sampai dengan 28 Februari 
2022 sebesar Rp23,56 triliun 
atau 19,32 persen dari target 
APBN 2022. Realisasi tersebut 
disumbang dari Pendapatan 
SDA Minyak Bumi dan Gas 
Bumi (Migas) sebesar Rp15,53 
triliun serta Pendapatan SDA 
Non Minyak Bumi dan Gas 
Bumi (Nonmigas) sebesar 
Rp8,03 triliun. Realisasi 
Pendapatan SDA sampai 
dengan 28 Februari 2022 
tumbuh sebesar 93,72 
persen (yoy) jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan tahun 
2021 yang terkontraksi 41,88 
persen (yoy). Kinerja positif 
ini utamanya dipengaruhi 
kenaikan harga komoditas 
terutama harga minyak 
mentah Indonesia (ICP), 
mineral, dan batubara. Harga 
komoditas global terus 
meningkat. Kenaikan yang 
tajam terjadi khususnya pada 
komoditas energi. Dampak 
konflik Rusia dengan Ukrania 
seiring terbatasnya pasokan 
dari negara penghasil 
menyebabkan harga batubara 
mencapai rekor tertinggi 

sepanjang masa. Demikian 
pula, harga minyak mentah 
juga turut melesat akibat 
kekhawatiran gangguan 
pasokan minyak dari Rusia. 
Peran Rusia (selaku produsen 
minyak terbesar ketiga 
dan produsen gas alam 
terbesar kedua dunia) dalam 
perekonomian internasional 
membuat ketidakpastian serius 
terhadap perekonomian global 
yang mengerek kenaikan harga 
minyak mentah. 

Realisasi Pendapatan SDA 
Migas hingga 28 Februari 2022 
sebesar Rp15,53 triliun atau 
mencapai 18,08 persen dari 
target APBN 2022. Realisasi 
ini tumbuh sebesar 126,81 
persen (yoy) jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun 2021 yang 
terkontraksi 59,19 persen. 
Kenaikan realisasi penerimaan 
SDA Migas pada bulan 
Februari 2022 ditopang oleh 
realisasi ICP bulan Januari 
2022 sebesar USD85,89 yang 
penerimaannya diterima pada 
bulan Februari 2022. Rata-rata 
ICP bulan Desember 2021 
sampai dengan Januari 2022 
sebesar USD79,63 per barel 
atau naik 57,7 persen pada 
periode yang sama tahun 
sebelumnya. Meningkatnya 
harga minyak mentah di 
pasar internasional seiring 
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dengan semakin panasnya 
isu geopolitik di Ukrania 
yang dikhawatirkan dapat 
mengganggu pasokan migas. 
Kenaikan tersebut terlihat 
pada harga minyak mentah 
Brent (yang menjadi salah satu 
acuan utama harga minyak 
mentah Indonesia) telah 
mencapai USD130 per barel. 
Harga tersebut jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan asumsi 
ICP dalam APBN 2022 yang 
dipatok sebesar USD63 per 
barel. Capaian SDA Migas yang 
signikan ini menjadi kontributor 
utama penerimaan PNBP 
periode bulan Februari 2022. 

Realisasi Pendapatan SDA 
Nonmigas hingga 28 Februari 
2022 mencapai Rp8,03 triliun 
atau 22,27 persen dari target 
APBN 2022. Capaian ini 
tumbuh sebesar 51,07 persen 
(yoy), lebih tinggi dibandingkan 
periode yang sama tahun 2021 
yang tumbuh 28,24 persen. 
Pendapatan SDA Nonmigas 
sektor Pertambangan 
Minerba tumbuh sebesar 
49,35 persen, lebih besar 
dibandingkan dengan 
periode bulan Februari 2021 
yang juga tumbuh sebesar 
32,98 persen. Peningkatan 
Pendapatan SDA Nonmigas 
sektor Pertambangan Minerba 
disebabkan meningkatnya 
Harga Batubara Acuan (HBA) 

rata-rata bulan Januari 2022 
sampai dengan Februari 2022 
sebesar USD173,4 per ton 
yang mengalami kenaikan 
dibandingkan periode bulan 
Januari 2021 sampai dengan 
Februari 2021 (USD81,8 per 
ton).  Selain itu, PNBP di luar 
batubara pada bulan Februari 
2022 juga menunjukkan 
peningkatan. Royalti nikel, 
timah, dan tembaga meningkat 
akibat kenaikan Harga Mineral 
Acuan (HMA) ketiga mineral 
tersebut di pasar internasional. 
Adapun royalti emas dan 
perak meningkat disebabkan 
kenaikan volume produksi pada 
bulan Februari 2022.

Realisasi Pendapatan SDA 
Nonmigas sektor Kehutanan 
hingga 28 Februari 2022 
mencapai Rp579,52 miliar 
atau 11,93 persen dari target 
APBN 2022. Realisasi tersebut 
mengalami pertumbuhan 
sebesar 31,97 persen (yoy) 
dan lebih besar daripada 
tahun 2021 yang hanya 
tumbuh sebesar 2,95 persen. 
Kenaikan Pendapatan SDA 
Nonmigas sektor Kehutanan 
antara lain disebabkan adanya 
peningkatan realisasi produksi 
kayu dari sebesar 7.390.243 m3 
per 28 Februari 2021 menjadi 
sebesar 7.860.629 m3 per 28 
Februari 2022. Di samping 
itu, kenaikan juga disumbang 
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dari peningkatan penggunaan 
kawasan hutan dari 21.475 
hektar pada tahun 2021 
menjadi sebesar 36.560 hektar 
tahun  2022. Pembayaran 
piutang PNBP Penggunaan 
Kawasan Hutan (PKH) sebesar 
Rp76,54 miliar juga turut 
menyumbang peningkatan 
Pendapatan SDA Nonmigas 
sektor Kehutanan.

Adapun realisasi Pendapatan 
SDA Nonmigas sektor 
Perikanan hingga 28 Februari 
2022 mencapai Rp287,34 
miliar atau 17,65 persen 
dari target APBN TA 2022. 
Dibandingkan dengan 
realisasi tahun 2021, realisasi 
Pendapatan SDA Nonmigas 
sektor Perikanan tahun 2022 
mengalami peningkatan 
sebesar 218,10 persen (yoy). 
Kenaikan pertumbuhan 
signifikan tersebut antara 
lain disebabkan adanya 
penyesuaian Harga Patokan 
Ikan (HPI) yang ditetapkan 
melalui Keputusan Menteri 
Kelautan dan Perikanan 
No. 97 Tahun 2021 tentang 
Harga Patokan Ikan untuk 
Penghitungan Pungutan 
Hasil Perikanan. Demikian 
pula, kenaikan jumlah izin 
yang diterbitkan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan juga 
turut meningkatan kenaikan 
PNBP pada bulan Februari 

2022. Penerbitan Surat Izin 
Usaha Perikanan/Surat Izin 
Kapal Pengangkutan Ikan 
(SIUP/SIKPI) meningkat 
menjadi 595 izin (tahun 2021 
sebesar 195 izin). Sedangkan 
Surat Izin Penangkapan Ikan 
(SIPI) juga meningkat menjadi 
1.227 izin (tahun 2021 sebesar 
664 izin).

Selanjutnya, Pendapatan SDA 
Nonmigas sektor Panas Bumi 
sampai dengan 28 Februari 
2022 mencapai Rp57,75 
miliar atau 3,72 persen dari 
target APBN 2022. Capaian ini 
mengalami kenaikan sebesar 
104,96 persen (yoy) karena 
adanya peningkatan iuran 
tetap dan iuran produksi panas 
bumi yang berasal dari setoran 
Wilayah Kerja Panas Bumi 
(WKP) Sorik Merapi Rantau 
Dedap yang COD pada tanggal 
26 Desember 2021, dan 
penambahan kapasitas WKP 
Sorik Merapi Geothermal Power 
semula 45 MW menjadi 90 MW, 
serta adanya pembayaran atas 
tindak lanjut Laporan Hasil 
Audit (LHA).

Realisasi Pendapatan 
Kekayaan Negara Dipisahkan 
(KND) sampai dengan 28 
Februari 2022 baru mencapai 
Rp50 juta. Penerimaan 
tersebut berasal dari 
pembayaran angsuran 
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denda keterlambatan dividen 
salah satu BUMN. Realisasi 
ini terkontraksi sebesar 
96,00 persen dibandingkan 
periode yang sama tahun 
2021. Rendahnya capaian 
Pendapatan KND hingga bulan 
Februari 2022 disebabkan 
belum adanya setoran dividen 
yang berasal dari BUMN untuk 
tahun buku 2021. Setoran 
dividen BUMN dibayarkan 
1 (satu) bulan setelah 
pelaksanaan RUPS BUMN yang 
biasanya mulai dilaksanakan 
pada akhir triwulan I. Saat 
ini sebagian besar laporan 
keuangan BUMN tahun buku 
2021 masih dalam proses 
audit oleh Kantor Akuntan 
Publik. Setelah selesainya 
proses audit tersebut, RUPS 
baru bisa diselenggarakan oleh 
masing-masing BUMN. Adapun 
capaian sampai dengan bulan 
Februari 2021 lebih besar 
dibandingkan dengan capaian 
sampai dengan Februari 2022 
disebabkan adanya setoran 
piutang dividen dari salah 
satu BUMN yang sudah lunas 
sehingga tidak berulang lagi di 
tahun 2022.

Realisasi Pendapatan PNBP 
Lainnya hingga 28 Februari 
2022 mencapai Rp18,47 triliun 
atau 18,89 persen dari target 
APBN 2022. Dibandingkan 
dengan periode yang sama 

tahun 2021, capaian ini 
mengalami kontraksi sebesar 
23,49 persen (yoy). Penurunan 
PNBP lainnya berdasarkan 
kelompok objek PNBP terdapat 
pada kelompok Hak Negara 
Lainnya yaitu turunnya 
premium obligasi (minus 
88,2 persen) dan penerimaan 
kembali belanja TAYL (minus 
31,7 persen), serta kelompok 
Pengelolaan Dana yang 
utamanya diakibatkan oleh 
turunnya realisasi penempatan 
uang di Bank Indonesia dan 
Bank Umum (minus 37,0 
persen). Sedangkan untuk 
kelompok PNBP Layanan 
dan kelompok Pengelolaan 
Barang Milik Negara (BMN) 
secara umum sudah 
mengalami peningkatan. Hal 
ini mengindikasikan adanya 
perbaikan kondisi kehidupan 
masyarakat yang sempat 
terpuruk pada masa pandemi 
Covid-19 mulai menuju ke 
kondisi prapandemi.

Pendapatan Badan Layanan 
Umum (BLU) sampai dengan 
28 Februari 2022 mencapai 
Rp4,16 triliun atau 5,28 
persen dari target APBN 2022. 
Realisasi PNBP BLU tumbuh 
sebesar 200,10 persen (yoy). 
Kenaikan ini disebabkan 
utamanya dari pendapatan 
dana perkebunan kelapa sawit 
yang telah menyumbang 
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Rp3,45 triliun. Harga CPO 
Referensi Kemendag sebagai 
patokan pengenaan Pungutan 
Ekspor pada bulan Februari 
2022 sebesar USD 1.315/MT. 
Harga referensi Kemendag 
tersebut sudah tercakup dalam 
range tarif pungutan ekspor 
CPO tertinggi sesuai PMK 76/
PMK.05/2021.
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Belanja Negara

Realisasi Belanja Realisasi Belanja 
Pemerintah Pemerintah 
Pusat (BPP) pada Pusat (BPP) pada 
Awal Tahun 2022 Awal Tahun 2022 
Utamanya untuk Utamanya untuk 
PembayaranPembayaran
Kewajiban Kewajiban 
Pemerintah Pemerintah 
dan Belanja dan Belanja 
OperasionalOperasional
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Belanja 
Pemerintah 
Pusat

2022. Realisasi Belanja K/L 
ini utamanya dimanfaatkan 
untuk pembayaran gaji dan 
tunjangan, pendanaan atas 
kegiatan operasional K/L, 
program kegiatan K/L untuk 
pengadaan peralatan/mesin, 
jalan, jaringan, irigasi, serta 
pembayaran bantuan iuran 
jaminan kesehatan nasional. 
Belanja pegawai terealisasi 
sebesar Rp29,29 triliun atau 
11,01 persen dari pagu APBN 
tahun 2022. Realisasi belanja 
pegawai tersebut digunakan 
untuk pembayaran Gaji dan 
Tunjangan ASN/TNI/Polri. 

R ealisasi Belanja 
Pemerintah Pusat 
sampai dengan 
Februari 2022 

mencapai Rp172,22 triliun 
atau 8,9 persen dari pagu 
APBN 2022. Realisasi tersebut 
utamanya untuk kewajiban 
Pemerintah seperti gaji dan 
tunjangan pegawai serta 
pembayaran pensiun.

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L 
mencapai Rp78,58 triliun atau 
8,3 persen dari pagu APBN 
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Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2022 (dalam Triliun Rupiah)
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Realisasi Belanja Barang 
tahun 2022 mencapai Rp13,98 
triliun atau 4,14 persen dari 
pagu APBN tahun 2022. 
Realisasi belanja barang 
tersebut lebih rendah dari 
tahun 2021, utamanya 
disebabkan oleh realisasi untuk 
penanganan Covid-19 dan 
kesehatan lebih rendah. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa 
pengendalian Covid-19 tahun 
2022 di awal tahun terkendali 
yang ditunjukkan oleh 
pengadaan vaksin Covid-19 
sudah mencukupi dan pasien 
Covid-19 terkendali. Sementara 
itu, realisasi anggaran belanja 
barang operasional utamanya 
digunakan untuk melaksanakan 
kegiatan layanan perkantoran, 
pengadaan sarana dan 
prasana, belanja penunjang 
kegiatan pendidikan, dan 
kegiatan operasi keamanan, 
serta kegiatan pelayanan publik 
lainnya (al. pemungutan pajak 
dan BLU) pada beberapa K/L 
seperti POLRI, Kementerian 
Pertahanan, Kementerian 
Keuangan, dan K/L lain. 

Selanjutnya, realisasi Belanja 
Modal sampai dengan 28 
Februari 2022 mencapai 
Rp8,89 triliun atau 4,46 persen 
dari pagu APBN 2022. Realisasi 
belanja modal tersebut lebih 
rendah dibandingkan dengan 
periode yang sama tahun 

2021 dikarenakan pada 
awal tahun 2021 dilakukan 
relaksasi pembayaran proyek 
pada Kementerian PUPR dan 
Kemenhub serta pengadaan 
peralatan pada POLRI yang 
selesai di tahun 2020 ke 
awal tahun 2021. Apabila 
tidak memperhitungkan 
relaksasi tersebut, realisasi 
belanja modal tahun 2022 
lebih tinggi dibanding tahun 
2021. Realisasi belanja modal 
sampai dengan Februari 2022 
mencakup: (1) belanja modal 
peralatan dan mesin yang 
dimanfaatkan antara lain 
untuk pengadaan/modernisasi 
peralatan pada POLRI dan 
Kementerian Pertahanan, (2) 
belanja modal gedung dan 
bangunan yang dimanfaatkan 
untuk pembangunan Gedung 
pada Kemenhub, Kemlu dan 
Kementerian Pertahanan, (3) 
belanja modal jalan jaringan 
dan irigasi yang dimanfaatkan 
untuk pembangunan 
infrastruktur dasar dan 
konektivitas pada Kementerian 
PUPR dan Kemenhub.

Realisasi Belanja Bantuan 
Sosial (Bansos) sampai 
dengan 28 Februari 2022 
sebesar Rp26,42 triliun atau 
18,5 persen dari pagu APBN 
tahun 2022. Realisasi Bansos 
tersebut sesuai dengan 
realisasinya pada periode 



Realisasi Belanja 15 Kementerian/Lembaga Dengan Pagu 
Terbesar s.d. 28 Februari TA 2021-2022 (Triliun Rupiah)

82

APBN KiTA : Kinerja dan Fakta



83

Edisi Maret 2022

yang sama di tahun 2021. 
Adapun pemanfaatan realisasi 
Bansos pada periode sampai 
dengan 28 Februari 2022 
antara lain digunakan untuk 
penyaluran bantuan PKH 
tahap I, penyaluran bantuan 
Kartu Sembako bulan Januari, 
Februari, dan percepatan 
penyaluran bantuan Kartu 
Sembako Maret, pembayaran 
bantuan premi iuran JKN bagi 
peserta segmen Penerima 
Bantuan Iuran (PBI), dan 
penyaluran bantuan Pendidikan 
melalui Program Indonesia 
Pintar.

Dari perspektif organisasi, 
realisasi belanja K/L sampai 
dengan 28 Februari 2022 
utamanya disumbang oleh 
15 K/L dengan pagu terbesar, 
yakni mencapai 91,06 persen 
dari total realisasi belanja K/L. 
Serapan tersebut utamanya 
didorong oleh realisasi 
Kementerian Pertahanan, Polri, 
dan Kementerian Sosial. K/L 
bidang infrastruktur mengalami 
perlambatan dikarenakan tidak 
adanya pembayaran pekerjaan 
akhir tahun 2021 dan belum 
mulainya pencairan untuk 
pekerjaan tahun 2022.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L 
hingga 28 Februari 2022 
mencapai Rp50,41 triliun, 

tumbuh 8,07 persen (yoy) 
dibandingkan realisasinya 
pada periode yang sama tahun 
2021, yang digunakan antara 
lain untuk pembayaran pensiun 
dan subsidi energi. Belanja 
Pegawai Non-K/L tahun 2022 
terealisasi sebesar Rp29,68 
triliun atau 18,51 persen dalam 
pagu APBN 2022, antara lain 
digunakan untuk pemenuhan 
kewajiban Pemerintah 
terhadap para pensiunan ASN/
TNI/Polri dan pembayaran 
iuran Jaminan Kesehatan 
aparatur negara.

Sementara itu, realisasi 
Subsidi sampai dengan 28 
Februari 2022 naik sebesar 
75,29 persen (yoy), dengan 
realisasi mencapai Rp21,65 
triliun, terdiri dari: (a) Subsidi 
Energi sebesar Rp21,65 
triliun, mencakup Subsidi 
BBM dan LPG 3 Kg serta 
subsidi listrik; dan (b) Subsidi 
NonEnergi sebesar Rp0,01 
triliun, yaitu untuk Subsidi 
Bunga Kredit Program. 
Realisasi Subsidi tahun 2022 
utamanya dimanfaatkan untuk 
pembayaran kurang bayar 
Subsidi BBM dan LPG pada 
tahun sebelumnya. Belanja 
Subsidi digunakan untuk 
menjaga daya beli masyarakat 
dan mendukung UMKM melalui 
program PEN. Sampai dengan 
31 Januari 2022, penyaluran 
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BBM bersubsidi mencapai 1,40 
juta KL, LPG 3 Kg mencapai 
0,63 juta MT, dan pelanggan 
listrik bersubsidi mencapai 
38,22 juta pelanggan dengan 
volume konsumsi listrik 
bersubsidi mencapai 5,15 TWh.

Selanjutnya, realisasi 
penyaluran Subsidi Non Energi 
sampai dengan 28 Februari 
2022 meliputi: penyaluran 
pupuk bersubsidi mencapai 
1,39 juta ton, Subsidi Bunga 
KUR diberikan kepada 1,26 
juta debitur dengan total 
penyaluran KUR mencapai 
Rp55,30 triliun, sedangkan 
Subsidi Bantuan Uang Muka 
Perumahan belum terdapat 
realisasi.

Kinerja Belanja Pemerintah 
Pusat (BPP) akan terus 
diupayakan dipercepat, agar 
manfaatnya dapat secara 
optimal dirasakan oleh 
masyarakat. Beberapa langkah-
langkah yang dilakukan antara 
lain mencakup:

1.   Percepatan pelaksanaan 
program/kegiatan/proyek, 
dalam bentuk percepatan 
penetapan juknis, dokumen 
pendukung (a.l. perizinan), dan 
pembayaran tepat waktu.

2.  Percepatan Pengadaan 
Barang dan Jasa, antara lain 
dalam bentuk percepatan 

penetapan Pejabat/Panitia 
Pengadaan dan melanjutkan 
proses pengadaan yang sudah 
dilakukan sebelum tahun 
anggaran.

3.     Percepatan penyaluran 
dana Bansos dan Bantuan 
Pemerintah yang tepat sasaran, 
dalam bentuk percepatan 
penetapan pedoman umum & 
juknis penyaluran, percepatan 
verifikasi dan validasi penerima 
bantuan/KPM beserta 
administrasi lainnya, serta 
peningkatan akurasi ketepatan 
sasaran.

4. Meningkatkan monitoring 
dan efektivitas belanja, dalam 
bentuk pelaksanaan reviu DIPA 
secara periodik, optimalisasi 
pemanfaatan teknologi 
informasi, dan pelaksanaan 
monev atas pelaksanaan 
program/kegiatan secara aktif.
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Halaman Ini Sengaja Dikosongkan
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Belanja Negara

Penyaluran 
Transfer ke 
Daerah dan Dana 
Desa (TKDD) 
Sampai Dengan 
28 Februari 2022 
Telah Terealisasi 
Sebesar 
Rp110,49 triliun
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Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa

Penyaluran Transfer 
ke Daerah dan Dana 
Desa (TKDD) sampai 
dengan 28 Februari 

2022 telah terealisasi sebesar 
Rp110,49 triliun atau 14,36 
persen dari pagu APBN 
2022, yang meliputi Dana 
Perimbangan sebesar Rp 
107,11 triliun (15,92 persen) 
dan Dana Desa Rp3,37 triliun 
(4,96 persen). Realisasi TKDD 
lebih tinggi Rp7,29 triliun 
atau tumbuh 7,07 persen 
dibandingkan dengan periode 

yang sama tahun 2021. 
Secara lebih rinci, realisasi 
TKDD sampai dengan akhir 
Februari 2022 hanya berasal 
dari Dana Perimbangan 
dan Dana Desa, sedangkan 
Dana Insentif Daerah (DID), 
Dana Otonomi Khusus dan 
Dana Keistimewaan DIY 
tidak ada realisasi karena 
belum memasuki periode 
penyaluran sesuai dengan 
ketentuan. Peningkatan kinerja 
penyaluran TKDD terjadi 
pada beberapa jenis Dana 
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Transfer dibandingkan dengan 
Tahun 2021 disebabkan oleh 
peningkatan kepatuhan daerah 
dalam menyampaikan syarat 
salur dan adanya penyaluran 
dana BOS reguler TA 2022 
tahap I. 

A.DANA PERIMBANGAN

Per 28 Februari 2022, Dana 
Bagi Hasil (DBH) telah 
disalurkan sebesar Rp7,12 
triliun atau 16,36 persen dari 
pagu, jumlah ini sepenuhnya 
berasal dari penyaluran 
DBH Sumber Daya Alam. 
Capaian yang menunjukkan 
adanya penurunan sebesar 
36,81 persen (yoy) tersebut 
disebabkan adanya percepatan 
penyaluran Kurang Bayar DBH.

Realisasi penyaluran DAU 
pada akhir Februari 2022 telah 
mencapai Rp88,06 triliun atau 
23,30 persen dari pagu DAU 
TA 2022 atau mengalami 
peningkatan sebesar 0,69 
persen (yoy). Penyaluran 
DAU lebih tinggi dikarenakan 
kepatuhan daerah dalam 
menyampaikan syarat salur 
yang lebih baik.

Hingga 28 Februari 2022, 
belum terdapat realisasi 
penyaluran Dana Transfer 

Khusus (DAK) Fisik 
dikarenakan pemda dalam 
proses atau sudah melakukan 
proses lelang namun belum 
melakukan penginputan 
kontrak pada Aplikasi OMSPAN 
sebagai syarat salur Tahap 
I. Sedangkan DAK Nonfisik 
terdapat realisasi sebesar Rp 
11,94 triliun atau 6,30 persen 
dari pagu atau mengalami 
peningkatan sebesar 1.759,53 
persen (yoy). Penyaluran DAK 
Nonfisik melonjak tinggi karena 
adanya penyaluran Dana BOS. 
Penyaluran tersebut mencakup 
untuk 33,28 juta dari 44,19 
juta siswa di 167.002 dari 
216.483 sekolah. Rekomendasi 
penyaluran dari Kemendikbud 
yang diterima lebih awal, 
dipengaruhi oleh peningkatan 
kinerja penyampaian laporan 
oleh sekolah ke kemendikbud 
sebagai syarat salur. 

DANA INSENTIF DAERAH 
(DID)

Sama dengan tahun 2021, 
belum terdapatnya realisasi 
penyaluran DID pada bulan 
Februari, ini sesuai dengan 
ketentuan dalam PMK 160/
PMK.07/2021 tentang 
Pengelolaan DID dimana 
penyaluran DID Tahap I 
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dilakukan paling cepat bulan 
Februari. Namun, hingga 28 
Februari 2022 terdapat 20 
Pemda yang telah memenuhi 
persyaratan penyaluran dan 
dalam proses penerbitan 
SP2D. Jumlah daerah tersebut 
lebih banyak dibandingkan 
dengan periode yang sama 
di tahun 2021 dimana hanya 
1 daerah yang memenuhi 
persyaratan penyaluran. Saat 
ini daerah sedang menyusun 
laporan realisasi penggunaan 
DID TA sebelumnya (bagi 
yang mendapatkan) serta 
penyusunan rencana 
penggunaan DID di tahun 
2022 dimana kedua dokumen 
tersebut dijadikan sebagai 
syarat salur DID tahap I beserta 
penyampaian Perda APBD.

DANA OTONOMI KHUSUS DAN 
DANA KEISTIMEWAAN D.I. 
YOGYAKARTA 

Belum terdapat realisasi 
penyaluran Dana Otonomi 
Khusus maupun Dana 
Keistimewaan D.I. Yogyakarta 
sampai dengan akhir Februari 
tahun 2022. Hal ini disebabkan 
karena berdasarkan amanat 
dalam Peraturan Menteri 
Keuangan nomor 233/
PMK.07/2020 dan Peraturan 

Menteri Keuangan nomor 15/
PMK.07/2020, penyaluran 
Dana Otonomi Khusus 
dan Dana Keistimewaan 
dilaksanakan paling cepat 
bulan Februari. Pada bulan 
Februari, daerah penerima 
Dana Otonomi Khusus dan 
Dana Keistimewaan masih 
melengkapi dokumen syarat 
salur antara lain berupa 
laporan realisasi anggaran 
dan capaian kinerja tahun 
sebelumnya yang telah 
diverifikasi. 

B. DANA DESA

Sampai dengan 28 Februari 
2022, Dana Desa telah 
disalurkan sebesar Rp3.37 
triliun atau 4,96 persen dari 
pagu. Penyaluran Dana Desa 
di bulan Februari tahun 2022, 
secara umum menurun lebih 
rendah Rp 453,20 miliar atau 
terkontraksi 11,85 persen 
(yoy) dibandingkan realisasi 
periode yang sama tahun 2021. 
Penyaluran Dana Desa lebih 
rendah dikarenakan belum 
semua pemerintah daerah 
mengajukan permohonan 
penyaluran Dana Desa. 

Selanjutnya, penggunaan 
Dana Desa masih diarahkan 
untuk mendukung pemulihan 



TA 2021-2022  (dalam Triliun Rupiah)

Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2021-2022

Tanggal 1-28 Februari 2022  (dalam Triliun Rupiah)
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ekonomi di desa berupa 
pemberian BLT Desa yang 
telah disalurkan ke rekening 
kas desa sebesar Rp865,25 
miliar kepada 961.391 
Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) di 9.305 desa. Realisasi 
tersebut meningkat signifikan 
sebesar Rp635,53 miliar 
atau 276,66 persen (yoy) 
dibandingkan realisasi periode 
yang sama tahun 2021. Hal 
ini dikarenakan, Pemerintah 
menerapkan kebijakan 
penyaluran BLT Desa dilakukan 
secara 3 bulanan sekaligus. 
Selain itu, Dana Desa juga 
di-earmarked penggunaannya 
untuk mendukung penanganan 
pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) di level desa. 
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Pembiayaan Negara

Pembiayaan UtangPembiayaan Utang
Sebagai Bagian dari Sebagai Bagian dari 
Kebijakan Kebijakan Counter-Counter-
CyclicalCyclical dalam Upaya  dalam Upaya 
Penanganan Dampak Penanganan Dampak 
Pandemi Covid-19 dan Pandemi Covid-19 dan 
Program Pemulihan Program Pemulihan 
Ekonomi NasionalEkonomi Nasional
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Pembiayaan 
Utang

D efisit fiskal pada APBN 
2022 dianggarkan sebesar 
4,85 persen, lebih rendah 
dari target tahun 2020 

dan 2021. Hal ini sejalan dengan 
komitmen Pemerintah untuk 
mencapai soft landing kebijakan 
fiskal. Diharapkan pada tahun 
2023 defisit fiskal Indonesia dapat 
kembali di bawah 3 persen terhadap 
PDB. Kebutuhan pembiayaan untuk 
menutup defisit tersebut ditargetkan 
sebesar Rp868,02 triliun, terutama 
dipenuhi melalui pembiayaan utang 
sebesar Rp973,6 triliun sesuai 
pagu APBN 2022.  Pembiayaan 
APBN bulan Februari cenderung 
fleksibel seiring kinerja fiskal yang 
baik. Sampai dengan akhir Februari 
2022, realisasi pembiayaan utang 

tercapai sebesar Rp92,91 triliun atau 9,5 
persen, terdiri dari realisasi SBN (Neto) 
sebesar Rp67,67 triliun dan realisasi 
Pinjaman (Neto) sebesar Rp25,24 triliun. 
Realisasi pinjaman terdiri dari realisasi 
pembayaran cicilan pokok pinjaman 
dalam negeri sebesar Rp0,21 triliun, 
realisasi penarikan pinjaman luar negeri 
sebesar Rp32,48 triliun dan realisasi 
pembayaran cicilan pokok pinjaman luar 
negeri sebesar Rp7,94 triliun. Realisasi 
ini turun 66 persen dibanding periode 
yang sama tahun 2021. Realisasi utang 
tunai lebih rendah dibandingkan tahun 
lalu seiring fleksibilitas pemenuhan target 
pembiayaan.

Pembiayaan utang sebagai bagian 
dari kebijakan counter-cyclical dalam 
upaya penanganan dampak pandemi 
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(dalam Miliar Rupiah)

Realisasi
Pembiayaan Utang 92.910,9Rp

*dalam miliar rupiah

Surat Berharga Negara
(Neto) 67.673,0Rp

*dalam miliar rupiah

Pinjaman
(Neto) 25.237,8Rp

*dalam miliar rupiah

Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

(206,0)Rp

Penarikan Pinjaman 
Dalam Negeri (Bruto)

0Rp

Pembayaran Cicilan 
Pokok Pinjaman DN

(206,0)Rp

Pinjaman Luar Negeri (Neto)

25.443,8Rp

Penarikan Pinjaman 
Luar Negeri (Bruto)

32.483,4Rp

Pembayaran Cicilan 
Pokok Pinjaman LN

(7.039,6)Rp

Pembiayaan Utang
hingga 28 Februari 2022

Sebagai bagian dari kebijakan counter-cyclical dalam 
upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 dan 
program pemulihan ekonomi nasional
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Covid-19 dan program pemulihan 
ekonomi nasional. Pembiayaan utang 
dikelola dengan prudent, fleksibel dan 
terukur dalam mendukung kelanjutan 
penanganan Covid-19 dan program PEN, 
termasuk untuk percepatan penyediaan 
vaksinasi secara gratis bagi seluruh 
masyarakat Indonesia. Kebutuhan 
pembiayaan utang akan dipenuhi 
melalui berbagai instrumen, untuk 
mendapatkan pembiayaan dengan biaya 
dan risiko yang minimal.  

Selama bulan Februari, Pemerintah 
melanjutkan lelang reguler Surat 
Berharga Negara di pasar perdana 
setiap minggunya, secara bergantian 
Surat Utang Negara (SUN) dan Surat 
Berharga Syariah Negara (SBSN). 
Partisipasi BI melalui SKB I sampai 
dengan bulan Februari 2022 adalah 
sebesar Rp5,10 triliun, terdiri dari 
SUN SKB I sebesar Rp3,97 triliun dan 
SBSN SKB I sebesar Rp1,13 triliun. 
Pada bulan Februari, Pemerintah juga 
melakukan transaksi private placement 
dalam rangka penempatan dana atas 
Program Pengungkapan Sukarela 
(PPS) Wajib Pajak. PPS merupakan 
salah satu program dalam Undang-
Undang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (UU HPP) yang memberikan 
kesempatan kepada Wajib Pajak untuk 
mengungkapkan kewajiban perpajakan 
yang belum dipenuhi secara sukarela. 

Penempatan dana hasil program PPS 
pada Surat Berharga Negara diatur 
dalam  Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor PMK-196/PMK.03/2021 dimana 

investasi harta bersih peserta PPS bisa 
dilakukan pada penyertaan modal sektor 
pengolahan sumber daya alam (SDA) atau 
energi terbarukan, dan/atau Surat Berharga 
Negara (SBN). SBN yang diterbitkan khusus 
dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) 
Konvensional dan Surat Berharga Syariah 
Negara (SBSN) atau Sukuk.  Kupon SUN 
dan SBSN akan mengikuti harga pasar serta 
dapat diperjualbelikan.

Selanjutnya, penerbitan Obligasi Negara 
Ritel (ORI) seri ORI021 yang merupakan SBN 
Ritel pertama di tahun 2022 menunjukkan 
hasil yang positif meski diterbitkan dengan 
kupon relatif rendah. ORI021 tercatat telah 
dipesan oleh 56.238 investor dengan total 
penerbitan sebanyak Rp25,07 triliun. Hal 
ini membuat ORI021 menjadi SBN Ritel 
dengan jumlah investor terbesar sepanjang 
sejarah penerbitan SBN Ritel, bahkan hampir 
separuhnya adalah investor baru, yaitu 
sebanyak 25.405 investor. Selain itu, investor 
ORI021 juga masih didominasi oleh generasi 
milenial yang mencapai 40,7 persen, disusul 
generasi X 32,6 persen, baby boomers 23,2 
persen, tradisionalis 1,9 persen, dan generasi 
Z 1,7 persen. 

Dari sisi pinjaman, pinjaman program 
merupakan pinjaman yang ditarik di awal 
tahun dan telah siap sejak 2021. Selanjutnya, 
pada tanggal 23 Februari 2022 Pemerintah 
menandatangani Perjanjian Realisasi 
Pinjaman Dalam Negeri dengan PT. Bank 
Mandiri (Persero) Tbk yang dimanfaatkan 
untuk pengadaan Alat Sistem Utama TNI 
(Alustsista) Bertindak selaku executing 
agency adalah Kementerian Pertahanan.
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Surat Berharga Negara

Domestik 4.901,66 

Surat Utang Negara

Surat Berharga Syariah Negara

6.164,20 
Rp

Rp

4.054,18 Rp

847,48 Rp

Valas 1.262,53 

Surat Utang Negara

Surat Berharga Syariah Negara

Rp

978,75Rp

283,79Rp

Pinjaman

Pinjaman DN* 13,27  

850,38
Rp

Rp

Pinjaman LN* 837,11 

Bilateral

Multirateral

Rp

294,36Rp

499,09 Rp

Comercial Banks

Suppliers

43,66Rp

-Rp

*dalam triliun rupiah

*dalam triliun rupiah
Posisi Utang 

Per 28 Februari 2022 

7.014,58Rp

Debt to GDP : 40,17%

Posisi utang terjaga dalam batas aman 
dan wajar, serta terkendali

87,88%

12,12%
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Per akhir Februari 2022, posisi 
utang Pemerintah berada di angka 
Rp7.014,58 triliun dengan rasio 
utang Pemerintah terhadap PDB 
sebesar 40,17 persen. Secara 
nominal, terjadi peningkatan total 
utang Pemerintah seiring dengan 
penerbitan SBN dan penarikan 
pinjaman di bulan Februari 2022. 
Penarikan pinjaman dan penerbitan 
SBN ini digunakan untuk menutup 
pembiayaan APBN. 
Berdasarkan jenisnya, utang 
Pemerintah didominasi oleh 
instrumen SBN yang mencapai 
87,88 persen dari seluruh komposisi 
utang akhir Februari 2022. 
Sementara berdasarkan mata uang, 
utang Pemerintah didominasi oleh 
mata uang domestik (Rupiah), yaitu 
70,07 persen. Selain itu, kepemilikan 
SBN oleh investor asing terus 
menurun sejak tahun 2019 yang 
mencapai 38,57 persen, hingga 
akhir tahun 2021 yang mencapai 
19,05 persen, dan per 15 Maret 2022 
mencapai 18,15 persen. Penurunan 
kepemilikan SBN oleh asing terjadi 
diantaranya akibat ketegangan 
global serta volatilitas pasar.  
Namun dengan strategi memperluas 
pasar domestik untuk pasar SBN, 
dampak penurunan kepemilikan 
SBN oleh asing diprediksi tidak 
terlalu signifikan.  Perluasan pasar 
domestik juga melindungi dari 
fluktuasi kurs dan pasar serta yang 
terpenting menunjukkan komitmen 
Pemerintah dalam mengoptimalkan 

sumber pembiayaan domestik.
Meski masih diliputi ketidakpastian, 
pemulihan ekonomi di tahun 2022 
diperkirakan akan terus berlanjut. 
Defisit APBN 2022 yang terus 
menurun dibandingkan target defisit 
tahun 2020 dan 2021 menunjukkan 
upaya Pemerintah untuk kembali 
bertahap menuju defisit di bawah 
3 persen terhadap PDB. Seiring 
dengan hal tersebut, Pemerintah 
juga akan terus menjaga rasio utang, 
utamanya dengan mengedepankan 
pemanfaatan pembiayaan non 
utang, seperti optimalisasi 
pemanfaatan SAL sebagai buffer 
fiskal,  serta implementasi SKB 
III dengan BI. Upaya lain yang 
dilakukan Pemerintah adalah melalui 
pembiayaan kreatif dan inovatif 
untuk pembiayaan Infrastruktur 
dengan mengedepankan Kerjasama 
(partnership) berdasarkan konsep 
pembagian risiko yang fair.  
Instrumen dari pembiayaan kreatif 
ini terdiri atas PPP atau KPBU, 
Blended Financing serta SDG 
Indonesia One.
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www.kemenkeu.go.id/apbnkita


